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ABSTRAK 

 
WANDY MUIS (B012192022) Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Orang Tua 
di Kota Makassar (Suatu Kajian Sosiologi Hukum), dibimbing oleh Wiwie 
Heryani dan Andi Tenri Famauri. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis faktor 

pengaruh orangtua terhadap perbuatan eksploitasi anak untuk melakukan 

kegiatan sebagai mengemis agar dapat menghasilkan uang di jalanan 

Kota Makassar dan menganalisis upaya-upaya pemerintah dalam 

mencegah eksploitasi anak jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota 

Makassar. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Fielid Research) atau 

penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah metode 

pendekatan Sosiologi Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti adalah wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

eksploitasi anak di jalanan Kota Makassar oleh orang tua adalah faktor 

ekonomi, lingkungan, pendidikan dan upaya pemerintah untuk mencegah 

terjadinya eksploitasi anak jalanan Di Kota Makassar dengan membuat 

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 

Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di 

Kota Makassar dan pembinaan terhadap orang tua. Sedangkan faktor 

penyebab eksploitasi anak di jalanan adalah kemiskinan, pendidikan, 

rendahnya pendapatan orang tua, persepsi orang tua yang salah 

mengenai nilai anak, dan Upaya pemerintah dalam menangani masalah 

eksploitasi anak jalan oleh orang tua di Kota Makassar adalah di buatnya 

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 

Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Kota 

Makassar. 

 

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Orang Tua, Kota Makassar; 
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ABSTRACT 
 

 

WANDY MUIS (B012192022) Exploitation of Street Children by Parents in 
Makassar City (A Study of Sociology of Law), guided by Wiwie Heryani 
and Andi Tenri Famauri. 

 

This study aims to analyze the influence factors of parents on the 

exploitation of children to carry out activities as begging in order to make 

money on the streets of Makassar City and analyze the government's 

efforts in preventing the exploitation of street children carried out by 

parents in Makassar City. 

This research includes Fielid Research or empirical research. The 

approach used is the Sociology of Law approach method. The data 

collection techniques used by the authors are interviews, documentation, 

literature studies. 

The results showed that the factors that influence the exploitation of 

children on the streets of Makassar City by parents are economic, 

environmental, educational factors and government efforts to prevent the 

exploitation of street children in Makassar City by making Makassar City 

Regional Regulation Number 2 of 2008 concerning The Development of 

Street Children, Vagrants, Beggars and Buskers in Makassar City and 

coaching parents. Meanwhile, the factors causing the exploitation of 

children on the streets are poverty, education, low parental income, wrong 

parents' perceptions of children's values, and the government's efforts in 

dealing with the problem of exploitation of street children by parents in 

Makassar City are in the creation of Makassar City Regional Regulation 

Number 2 of 2008 concerning The Development of Street Children, 

Vagrants, Beggars, and Buskers of Makassar City. 

 
 
Keywords: Child Exploitation, Parents, Makassar City; 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Negara berkembang yang masih dikenal atau diketahui memiliki 

angka kemiskinan yang masih besar salah satunya adalah Indonesia. 

Kemiskinan yang berada hampir di seluruh penjuru Indonesia baik kota 

maupun desa. Secara spasial, tingkat kemiskinan di perkotaan menurun 

menjadi sebesar 7,50% (September 2021: 7,60%; Maret 2021: 7,89%). 

Sementara itu, angka penduduk miskin di perdesaan mengalami 

penurunan menjadi 12,29% (September 2021: 12,53%; Maret 2021: 

13,10%).1 Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase 

penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,54% per Maret 2022. Angka ini 

menurun 0,17 poin dibandingkan September 2021 yang sebesar 9,71%.2 

Dapat dilihat dari rumah yang saling berhimpit, maupun banyak 

pengamen, pengemis, dan anak jalanan yang menggambarkan 

masyarakat miskin perkotaan. Bahkan di beberapa daerah masih terlihat 

di beberapa tempat orang-orang tertentu tertidur di emper pertokoan 

karena tidak memiliki tempat tinggal. Kondisi yang ada membuat 

keprihatinan dan harus segera diatasi.  

Masalah umum mengenai pengemis, gelandangan, dan anak 

terlantar erat kaitannya dengan masalah ketertiban dan keamaanan yang 

 
1 Badan Pusat Statistik Tahun 2021, https://www.bps.go.id/ (diakses pada 22 September 
2022 pukul 20.55 WITA) 
2 Badan Pusat Statistik Tahun 2022, https://www.bps.go.id/ (diakses pada 22 September 
2022 pukul 20.55 WITA) 

https://www.bps.go.id/
https://www.bps.go.id/
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berada di Kota Makassar. Dengan adanya perkembangan anak jalanan 

yakni pengemis, gelandangan, dan anak terlantar dapat mengganggu 

keamanan dan ketertiban. Permasalahan pengemis, gelandangan, dan 

anak terlantar menjadi masalah dari Tahun ke Tahun yang tak kunjung 

selesai. Data terakhir jumlah anak jalanan di Kota Makassar Mei Tahun 

2022 sebanyak 876 anak.3 

Penduduk desa berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota  

menjumpai kekecewaan yang mendalam sehingga timbul persaingan 

antara penduduk kota sendiri. Orang-orang desa tidak mengerti bahwa 

mereka harus berjuang sendiri, karena di kota tidak ada orang lain yang 

membantu. Cita-cita yang berlebihan akhirnya terhambat, lalu timbul 

pengangguran yang pada akhirnya mengakibatkan meningkatnya tuna 

karya. Persoalan tuna karya sesungguhnya sangat pelik karena 

mempertajam perbedaan antara golongan yang punya dengan yang tidak 

punya. Persoalan meningkatnya tuna karya secara korelatif 

mengakibatkan meningkatnya tuna susila dan kriminalitas.4 

Pertambahan penduduk kota yang pesat mengakibatkan pula 

persoalan   perwismaan. Orang-orang tinggal bersempit-sempit dalam 

rumah-rumah yang tidak memenuhi persyaratan sosial maupun 

kesehatan. Keadaan demikian memberi akibat negatif dalam bidang 

kesehatan dan yang lebih penting lagi dalam pendidikan generasi muda. 

Generasi muda selaku penerus bangsa tersebut mempunyai daya atau 

 
3 Data Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022 
4 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Profil Anak 
Indonesia 2018 
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semangat yang kuat sekali untuk meniru tingkah laku generasi muda kota 

yang tidak selamanya baik dikarenakan proses disintegrasi kekeluargaan 

di kota-kota besar, terutama yang menyangkut lapisan masyarakat atas 

dan menengah atas. Gejala terebut menyebabkan timbulnya masalah 

kenakalan anak-anak dan lebih lagi persoalan kejahatan anak-anak dan 

mereka meniru akan kegiatan Generasi muda dan lingkungan sekitar.5 

Pekerjaan menjadi pengemis bagi sekelompok orang tertentu 

dianggap sebagai pekerjaan yang dianggap mudah daripada pekerjaan 

lainnya karena dengan cara mengemis bisa mendapatkan uang dengan 

cara yang mudah. Masyarakat sudah beranggapan bahwa pengemis 

identik dengan penampilan yang kotor, lusuh, dan tidak terawat sehingga 

dapat menimbulkan rasa iba dan kasihan oleh masyarakat yang 

melihatnya. Masalah kemiskinan juga seringkali muncul akibat 

rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kepribadian 

maupun keterampilan.6 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan 

Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) mengatur bahwa anak 

adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang  Maha Esa yang 

senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, 

dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.7 

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa 30,5 persen 

 
5 Bagong Suyanto, 2019. Masalah Sosial Anak. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Fajar 
Interpratama Mandiri. 
6 Akhmad Jenggis P, 10 Isu Global Di Dunia Islam, (Yogyakarta: NFP publishing, 2012) 
hlm. 200. 
7 Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 Tentang 
Perlindungan Anak 
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atau 79,6 juta jiwa penduduk Indonesia pada Tahun 2021 adalah anak-

anak berusia 0-17 Tahun.8 Ini artinya hampir satu diantara tiga penduduk 

Indonesia adalah anak-anak. Anak memiliki harkat, martabat dan hak-

hak yang melekat pada dirinya           dan harus dijunjung tinggi.  

Mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum 

matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta 

perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun 

sesudah mereka dilahirkan. Anak-anak berhak mendapat pendidikan 

wajib secara sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus 

mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, 

dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, 

untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan 

perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat 

menjadi anggota masyarakat yang berguna.9 

Anak harus dilindungi dari segala bentuk penyia-nyiaan, 

kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh 

menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-

anak di bawah umur dengan alasan apapun mereka tidak boleh 

dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau 

pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan 

tubuh, mental atau akhlak mereka.10 

 
8 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Profil Anak 
Indonesia 2018 
9 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak,Ctk Pertama,Akademika 
Presindo,Jakarta,1985,hlm.132 
10 Ibid, hlm.133 
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Anak yang memiliki masalah kesejahteraan akan mengalami 

kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga 

memerlukan pelayanan dan bimbingan supaya dapat melaksanakan 

tugas kehidupannya sesuai harapan masyarakat. Secara normatif 

semestinya anak terpenuhi semua kebutuhan  dan hak-haknya, namun 

banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena mereka tidak 

mendapatkan perhatian dari keluarga dan orangtua sehingga masih ada 

beberapa anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai 

pengemis, gelandangan, maupun anak jalanan. Bahkan tidak sedikit 

pula mereka harus di eksploitasi oleh orangtuanya sendiri untuk mencari 

uang demi memenuhi kebutuhan hidup.11 

Berdasarkan UU Perlindungan Anak, apabila terjadi eksploitasi 

anak oleh siapapun maka pemerintah wajib memberikan perlindungan 

khusus terhadap anak.12 Eksploitasi terhadap anak oleh orangtua 

mencerminkan sifat yang diskriminatif atau perbuatan yang sewenang-

wenang orangtua terhadap anak yang memaksa anak untuk melakukan 

tindakan tertentu untuk mencapai tujuannya tanpa memperhatikan hak-

hak anak untuk mendapat perlindungan sesuai dengan perkembangan 

fisik, psikis dan status sosialnya.13 

Merebaknya pengemis anak dan anak jalanan di Indonesia 

merupakan persoalan sosial, hal ini dimuat dalam data yang di sampaikan 

 
11 Irwanto, Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia : Analisis Situasi, 
Jakarta : KPM Unika Atma Jaya. Masduki, 2018. Radio Siaran dan Demokratisasi, 
Jendela: Yogyakarta. 
12 Undang-Undang No.35 Tahun2014 Tentang Perlindungan Anak 
13 Ardani Mahendra, “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap kesejahteraan anak-anak 
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun1979 Tentang kesejahteraan anak (studi 
pada Tunawisma di kota Bengkulu),”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu: 
Bengkulu, 2014, hlm 37. 



 

 

6  

oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) 

bahwa faktor ekonomi dan kurangnya bimbingan dari keluarga juga 

menjadi salah satu alasan anak jalanan dan pengemis anak mudah 

dipengaruhi. Alhasil, anak jalanan yang diincar para pelaku mudah untuk 

dieksploitasi.14 Menjadi pengemis anak dan anak jalanan memang bukan 

merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka harus berada 

dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Hak asasi 

yang dimiliki anak jalanan dan pengemis anak sama seperti hak asasi 

anak-anak yang lain.15 

Kementrian Sosial RI memberikan pengertian Tentang anak 

jalanan adalah “anak-anak di bawah usia 18 Tahun yang karena 

berbagai faktor seperti : ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya 

yang membuat mereka turun ke jalan”. 

Penghasilan yang didapat oleh pengemis anak akan  seutuhnya 

kepada keluarga. Uang hasil mengemis tersebut keemudian 

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian 

keluarga pengemis anak tersebut telah mengeksploitasi anak dengan 

mempekerjakan anak mereka sebagai pengemis untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. Rata-rata anak jalanan yang berada di Kota 

Makassar masih di bawah umur. Mereka tidak sepantasnya di eksploitasi 

untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka 

seharusnya mendapatkan kesempatan untuk bermain maupun belajar. 

 
14 https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-mudah-dipengaruhi-jadikan-anak-jalanan-korban-
eksploitasi-seksual 
15 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
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Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut 

UUD 1945 Alinea Keempat mengatur bahwa tujuan dibentuk 

Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi 

segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 34 UUD 1945 mengatur 

bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dalam hal 

ini menegaskan  bahwa Negara harus membangun sistem jaminan sosial 

bagi seluruh kalangan masyarakat dan memberdayakan maasyarakat 

yang lemah atau tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan 

serta bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan kepemerintahan agar 

semua masyarakat mendapatkan keadilan.16  

Sebagai kota modern, Kota Makassar memiliki fenomena masalah 

sosial yang beraneka ragam, mulai dari masalah-masalah yang kecil 

hingga pada persoalan-persoalan yang besar baik berupa pelanggaran 

maupun kejahatan. Hingar bingar kehidupan kota yang rumit menjadikan 

Kota Makassar menjadi kota dengan angka kriminalitas yang tidak 

rendah, misalnya saja kejahatan begal motor, pencurian, penganiyaan, 

pemerkosaan, dan termasuk salah satunya adalah eksploitasi anak. Oleh 

karena itu, peneliti menganggap Kota Makassar menjadi tempat yang 

tepat untuk dilakukannya penelitian ini. Terlebih lagi peneliti sendiri 

banyak menyaksikan secara lansung terjadinya tindakan eksploitasi ini 

dibeberapa tempat di sudut-sudut Kota Makassar itu sendiri. 

 
16 Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 
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Peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal penganggulangan 

dan penanganan untuk menciptakan keamanan hingga mengawasi 

ketertiban kehidupan sosial. Peran pemerintah juga bertujuan untuk 

melindungi hak-hak asasi manusia terutama pada anak-anak di bawah 

umur melalui proses interaksi. Interaksi tersebut berawal dari interaksi 

antara pemerintah dan masyarakat agar terpenuhinya berbagai 

kebutuhan dan tuntutan masyarakat baik di bidang pelayan publik 

maupun pelayanan sipil.17 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan 

dalam  penelitian ini sebagai berikut : 

1. Sejauh manakah faktor orang tua dalam mempengaruhi 

eksploitasi anak di jalanan Kota Makassar ? 

2. Bagaimanakah efektivitas upaya pemerintah untuk mencegah 

terjadinya eksploitasi anak jalanan yang dilakukan oleh orangtua di 

Kota Makassar ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini, tujuannya adalah : 

1. Menganalisis faktor orangtua dalam mempengaruhi perbuatan 

eksploitasi anak untuk melakukan kegiatan sebagai mengemis 

agar dapat menghasilkan uang di jalanan Kota Makassar. 

 
17 Meivy R. “Tumengkol, Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I 
Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe,” Jurnal Holistik, TahunIX No. 
17/Januari Juni 2016, hlm 4-6. 



 

 

9  

2. Menganalisis upaya-upaya pemerintah dalam mencegah 

eksploitasi anak jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota 

Makassar. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat  terkait eksploitasi hak anak jalanan oleh orangtua di Kota 

Makassar. Nantinya akan memberikan pengetahuan Tentang apa saja 

hak yang tidak terpenuhi maupun yang telah dipenuhi. Manfaat lain yang 

diperoleh yaitu mengetahui latar belakang terjadinya eksploitasi anak 

oleh orang tua dan juga memperoleh informasi Tentang upaya-upaya 

pemerintah dalam penanganan eksploitasi anak oleh orangtua. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat menjawab berbagai masalah 

eksploitasi anak di Kota Makassar. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

kepada orangtua terhadap pentingnya peran orangtua dalam tanggung 

jawab, mengurus, dan merawat anak dan tidak mudah mengeksploitasi 

hak anak. Manfaat lain yang diperoleh adalah bagi anak yang 

dieksploitasi oleh orangtua akan mendapatkan perhatian yang lebih dari 

orangtua, orangtua sadar akan pentingnya memenuhi hak-hak anak dan 

juga memberikan masukan kepada instansi pemerintahan agar dapat 
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memberikan keputusan dalam menangani masalah ekpsloitasi anak di 

Kota Makassar. 

 
E. Keaslian Penelitian 

Penelitialn hukum dengaln judul “Eksploitalsi Alna lk Ja llalna ln oleh 

Ora lng Tua l Di Kota l Ma lka lssa lr (Ka ljia ln Sosiologi Hukum)” merupalka ln 

ka lryal a lsli peneliti. Balhwalsa lnyal pembalha lsa ln mengenali eksploitalsi halk 

a lnalk oleh oralngtua l bukalnlalh hall ya lng balru     da lla lm sualtu penelitialn. 

Nalmun, buka ln beralrti pemba lhalsa ln mengenali eksploitalsi halk a lna lk 

jalla lnaln oleh oralngtual suda lh tidalk penting alta lu sudalh dilupalka ln, 

walla lupun temal  ka ljialn salma l, teta lpi metode pendeka lta ln penelitialn 

berbedal da ln lalta lr belalka lng  ma lsa llalh pun berbedal. Berikut contoh tesis 

dengaln tema l ka ljialn ya lng salma l : 

1) Cornelius C.G, Universitals La lmpung Balnda lr La lmpung 

Fa lkulta ls Hukum, Tesis berjudul “Alna llisis Kejalhalta ln Terhalda lp 

Eksploitalsi Alna lk Sebalga li Pengemis Ja llalna ln” Penelitialn 

Cornelius berbedal denga ln peneliti, penelitialn Cornelius lebih 

mendallalmi tenta lng upalya l-upalyal penegalk hukum da llalm 

penalngalna ln kejalhalta ln eksploita lsi a lna lk seba lgali pengemis 

jalla lnaln, seda lngkaln peneliti lebih mendalla lmi dalmpa lk a lpal sa lja l 

ya lng timbul alpa lbila l a lnalk dieksploitalsi oleh oralng tua l. 

2) Haidir Ali, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 

Tahun 2014, Tesis berjudul “Peran Lembaga Perlindungan 

Anak terhadap Anak Jalanan di Kota Makassar”. yang 
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bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik 

antara anak jalanan dengan hukum, untuk mengetahui peran 

lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan di Kota 

Makassar serta untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap efektivitas peran lembaga perlindungan 

anak di Kota Makassar, sedangkan dalam penulisan ini fokus 

pada faktor orang tua mempengaruhi terjadinya eksploitasi 

anak dijalan. 

3) Alminudin, Universita ls Islalm Negeri Alla luddin Malka lssalr 

Fa lkulta ls Syalrialh daln Hukum, Tesis berjudul “Eksploita lsi Halk 

Alna lk Oleh Oralngtua l Sebalgali Pengemis Di Kotal Ma lkalssa lr 

Perspektif Hukum Nalsionall (Tela lalh dengaln Pendekalta ln 

Hukum Islalm), penelitialn Alminudin     mela lkuka ln metode 

pendekalta ln mela llu hukum islalm, seda lngkaln peneliti 

berdalsa lrkaln pendekalta ln Sosiologi Hukum. 

4) Nenik Yunialrti, Jurnall Universitals Negeri Semalra lng ya lng 

berjudul “Eksploitalsi Alnalk Ja llalna ln Sebalga li Pengalmen daln 

Pengemis di Terminall”, Penelitialn ini membalha ls mengenali 

persoallaln eksploita lsi a lnalk ja llalna ln seba lgali pengalmen daln 

pengemis merupalka ln bentuk malsa lla lh sosiall yalng terjaldi di 

ma lsyalra lka lt. Seda lngkaln da lla lm Penelitialn ini membalha ls terka lit 

perilalku ora lng tual di Kota l Ma lka lssalr ya lng melalkuka ln 

eksploitalsi terhaldalp a lna lk denga ln meninjalu efektifita ls 

pengalturaln pera ltura ln da leralh Kota l Ma lkalssa lr Nomor 2 Ta lhun 
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2008 Tentalng tenta lng Pembinala ln Alnalk Ja llalna ln, 

Gelalnda lngaln, Pengemis Daln Pengalmen Di Kotal Ma lka lssa lr  

5) Haldi Malchmud, Jurnall Universitals IAlIN Kendalri yalng berjudul 

“Eksploitalsi Alnalk Di Kotal La lyalk Alna lk”, penelitialn ini lebih 

bertujualn untuk mengurali ketimpalngaln sosia ll daln tuntuta ln 

kebutuhaln ekonomi ya lng terjaldi di Kota l Kendalri sehinggal 

memicu munculnya l eksploitalsi palda l a lna lk. Seda lngkaln da llalm 

penelitialn ini memiliki lokalsi penelitialn di Kota l Ma lkalssa lr serta l 

meninjalu efektifita ls pera ltura ln dalera lh Kota l Ma lka lssa lr Nomor 2 

Talhun 2008 Tentalng Pembinalaln Alnalk Jallalnaln, Gelalndalngaln, 

Pengemis Daln Pengalmen Di Kotal Malkalssalr terhaldalp perilalku  

oralng tual yalng melalkukaln eksploitalsi terhaldalp alnalk. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Kalra lkteristik Kaljia ln Sosiologi Hukum 

Sosiologi Hukum palda l ha lkikaltnya l la lhir dalri halsil pemikiraln pa lral 

a lhli, balik itu da lri filsa lfa lt hukum ma lupun dalri ilmu sosiologi. Sosiologi 

Hukum sala lt ini mengallalmi perkembalnga ln yalng begitu pesalt. Ilmu ini 

dialra lhkaln untuk menjelalska ln hukum positif ya lng berlalku (a lrtinyal isi daln 

bentuknyal ya lng berubalh-ubalh menurut walktu da ln tempa lt) dengaln 

balntua ln fa lktor-fa lktor kemalsya lra lka lta ln.18 

Sosiologi Hukum pa ldal da lsa lrnyal menitik beraltka ln tenta lng 

balga limalna l hukum melalkuka ln interalksi didalla lm ma lsyalra lka lt. Dima lna l 

Sosiologi Hukum menekalnkaln perhaltia la lnyal terha lda lp kondisi-kondisi 

sosiall yalng berpengalruh balgi pertumbuhaln hukum, ba lgalima lnal pengalruh 

perubalhaln sosia ll terhalda lp hukum da ln ba lga limalnal hukum mempengalruhi 

ma lsyalra lka lt.19 

Sedalngkaln menurut Sa ltjipto Ralha lrdjol, “Sosiologi Hukum sebalga li 

ilmu hukum yalng mempelalja lri fenomenal hukum”. Dalri sudut palnda lng 

ya lng demikialn itu, Sa ltjipto Ralhalrdjo l memberikaln beberalpa l kalra ltersitik 

studi secalra l sosiologis, sebalga li berikut:20 

 

 
18 Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pengantar Sosiologi Hukum, PT. Gramedia 
Widiasarana Indonesia, Jakarta, h.109. 
19 Achmad Ali, menjelajahi kajian empiris terhadap hukum, Jakarta: PT. Yarsif 
watampone, 1998 hlm.34 
20 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, :Rajawali Pers, Jakarta, 2012, 
Hlm.13 
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1. Sosiologi Hukum bertujualn untuk memberikaln penjelalsa ln terha ldalp 

pralktik-pra lktik hukum. Sosiologi Hukum berusa lhal untuk 

menjelalska ln mengalpa l pra lktik ya lng demikialn itu terja ldi, sebalb-

sebalbnyal, fa lktor-fa lktor alpa l salja l ya lng mempengalruhinyal, lalta lr 

belalka lngnyal, daln sebalga linyal. Dalla lm hall ini, memalng terdengalr 

begitu alsing balgi hukum normaltif, ya lng halnyal berkisalr palda l "alpa l 

“hukumnyal” da ln “balga limalna l penera lpalnnyal”. Sa ltjipto mengkutip 

pendalpalt da lri Malx Weber, yalitu “interpretaltife understalnding” yalitu 

dengaln calra l menjelalska ln sebalb, perkembalngaln, serta l efek dalri 

tingkalh lalku sosiall. Dengaln demikialn ca lral mempelaljalri Sosiologi 

Hukum alda llalh dengaln ca lra l menyelidiki tingkalh la llu ma lnusial da lla lm 

hukum yalng mempunyali dual segi yalitu segi “lualr” daln segi “dallalm”. 

Oleh ka lrenal itu Sosiologi Hukum tidalk ha lnya l menerima l tingkalh 

lalku da lri lualr saljal, teta lpi jugal ha lrus memperoleh penjelalsa ln 

bersifalt interna ll, ya litu meliputi motif-motif tingka lh lalku seseoralng. 

Alpa lbilal ha ll tersebut a ldalla lh tingkalh lalku (hukum), malka l Sosiologi 

Hukum tidalk membedalka ln a lntalra l tingkalh la lku ya lng sesuali dengaln 

hukum daln menyimpalng. Kedua l-dualnyal merupa lkaln objek 

pengalmalta ln da ln penyelidikaln ilmu ini. 

2. Sosiologi Hukum senalntia lsal menguji kealslihaln empiris (empiricall 

va llidalty) da lri sua ltu pera lturaln a lta lu pernyalta la ln hukum. Sehingga l 

hukum ma lmpu memperkiralka ln a lpa lka lh sesuali a lta lu tidalk sesua li 

dengaln malsya lra lka lt. Pernya lta laln ya lng bersifalt khals disini alda llalh 

“balga limalna lkalh dalla lm kenya lta laln pera lturaln itu?”, “a lpa lka lh 
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kenyalta la lnnyal seperti ya lng tertera l palda l bunyi pera lturaln itu?”. 

Perbedalaln ya lng besalr a lnta lra l pendekalta ln ya lng norma ltif da ln 

pendekalta ln Sosiologi Hukum a ldalla lh pendekalta ln norma ltif 

menerimal a lpa l sa ljal ya lng tertera l da lpalm pera ltura ln hukum, 

sedalngkaln pendeka lta ln Sosiologi Hukum senalntia lsa l mengujinyal 

dengaln cara (empiris). 

3. Sosiologi Hukum tida lk melalkuka ln penilalialn terha lda lp hukum. 

Tingkalh la lku ya lng menta lalti hukum da ln ya lng menyimpalng da lri 

hukum salma l-sa lma l merupalka ln obyek pengalmalta ln ya lng setalra lf. 

Sosiologi Hukum tidalk menilali yalng saltu lebih dalri ya lng lalin. 

perhaltia lnnyal ya lng uta lma l ha lnyalla lh palda l memberikaln penjelalsa ln 

terha ldalp obyek ya lng dipelalja lrinyal. Pendekalta ln ya lng demikialn 

sering menimbulka ln sa llalh pa lhalm, seolalh-olalh Sosiologi Hukum 

ingin membenalrka ln pralktek-pra lktek ya lng menyimpalng a lta lu 

melalnggalr hukum. Seka lli la lgi dikemuka lkaln di sini, ba lhwa l Sosiologi 

Hukum tidalk memberikaln penilalialn, melalinkaln mendeka lti hukum 

dalri segi obyektifita lsnyal sema lta l-ma lta l da ln bertujualn untuk 

memberikaln penjela lsaln terha lda lp fenomenal hukum nyata. 

 
B. Efektifita ls Hukum 

Alchmald Alli bependalpa lt ba lhwal, ketika l ingin mengeta lhui sejaluh 

ma lnal efektifita ls da lri hukum, malka l perta lmal-ta lma l ha lrus dalpa lt mengukur 

“sejaluh ma lnal a ltura ln hukum itu ditala lti a lta lu tidalk dita la lti”21 

 
21 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010, 
Halaman 375 
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Lebih lalnjut Alchma ld Alli pun mengemukalka ln ba lhwal pa lda l 

umumnyal fa lktor ya lng balnyalk mempengalruhi efektifitals sualtu perundalng-

undalngaln a lda llalh profesionall da ln optima ll pelalksa lnala ln peraln, wewenalng 

daln fungsi dalri palra l penegalk hukum, ba lik di dalla lm menjallalnka ln tugals 

ya lng dibebalnka ln terha lda lp diri merekal ma lupun da llalm menegalkka ln 

perundalng-undalnga ln tersebut.22 

Kelimal fa lktor di alta ls salling berkalita ln dengaln eraltnya l, oleh kalrenal 

merupalka ln esensi da lri penegalka ln hukum. Pa ldal elemen pertalma l, ya lng 

menentukaln dalpalt berfungsinyal hukum tertulis tersebut dengaln balik a lta lu 

tidalk terga lntung da lri altura ln hukum itu sendiri. 

 
C. Tinja lua ln Tenta lng Eksploita lsi  

1. Pengertialn Eksploita lsi 

Menurut Kalmus Besa lr Ba lhalsa l Indonesial (KBBI) eksploitalsi 

a ldalla lh pengusalha laln, pendalya lgunala ln, a lta lu pema lnfa lalta ln untuk 

keuntungaln sendiri. a lta lu pemeralsa ln tenalga l a lta ls diri oralng lalin 

merupalka ln tindalka ln yg tida lk terpuji.23 

Sedalngkaln  menurut Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 

23 Talhun 2002 Tentang Perlindungan Anak Palsall 13 a lyalt (1) huruf b 

Tenta lng  Perlindungaln A lna lk menga ltur tenta lng perlalkualn eksploitalsi:  

“merupalka ln tindalka ln alta lu perbualta ln ya lng memperallalt memalnfa la ltka ln, 

a lta lu memerals a lna lk untuk memperoleh keuntungaln pribaldi, kelualrgal, 

a lta lupun goIongaln.” 

 
22 Ibid 
23 Kamus Besar Bahasa Indonesia 



 

 

17 

Eksploitalsi terhaldalp tindalk pidalnal perdalga lngaln ma lnusial 

dijelalska ln dalla lm UU No 21 Talhun 2007 Tentalng Tindalk Pidalnal 

Perdalga lngaln Ora lng ya lng mengaltur ba lhwal : 

“Eksploitalsi alda llalh tindalka ln denga ln alta lu ta lnpal persetujualn 
korbaln ya lng meliputi, teta lpi tida lk terba lta ls pa ldal perbudalka ln, 
pelalcuraln, a lta lu pra lktik serupal perbudalka ln, kerja l a lta lu pelalya lnaln 
palksa l, pema lnfala lta ln fisik, penindalsa ln, pemeralsa ln, orgaln 
reproduksi seksuall, a lta lu sea lcalra l mela lwaln hukum. 
Mentralnsplalnta lsi a lta lu memindalhka ln orgaln daln/a lta lu ja lringaln 
tubuh, alta lu kema lmpualn seseoralng a lta lu tenalga l seora lng oleh 
pihalk la lin untuk mendalpaltka ln keuntungaln ba lik ma lteril malupun 
immalteria ll.” 
 

2. Pengertialn Eksploita lsi Alna lk 

Eksploitalsi menurut terminologi beralsa ll dalri ka lta l a lusbeuten yalng 

beralrti pemalnfa la lta ln secalra l tidalk a ldil demi kepentingaln sesualtu.24 

Eksploitalsi daln dominalsi mempunyali sisi yalng sa lmal, dominalsi 

merupalka ln tindalka ln penalklukaln alta lu pengualsa la ln melallui eksploitalsi 

demi mendalpaltka ln keuntungaln priba ldi. Eksploitalsi sesungguhnyal selallu 

diwalrnali oleh salla lh saltu pihalk ya lng mendominalsi piha lk la lin demi 

keuntungaln alta lu kekualsa la ln pribaldi.25 

Eksploitalsi alna lk a ldalla lh pemalnfa lalta ln tenalga l a lnalk ya lng malsih 

dibalwal umur oleh pihalk la lin dengaln ma lksud untuk mendalpa ltka ln 

keuntungaln pribaldi. Eksploitalsi a lna lk merujuk palda l sikalp diskriminaltif 

a lta lu perlalkualn semenal-menal terha ldalp a lna lk ya lng dilalkuka ln oleh 

kelualrgal a lta lupun ma lsyalra lka lt. Mema lksal a lna lk untuk melalkuka ln sesualtu 

untuk kepentinga ln ekonomi, sosiall a lta lupun politik talnpa l 

 
24 Bagong Suyanto, Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri 
Seksual Komersial, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm.162 
25 Ibid, Hal.163 
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mempertimbalngkaln halk-halk a lna lk untuk mendalpa ltka ln perlindungaln 

sesuali        dengaln perkembalngaln fisik, psikis, daln sta ltus sosiallnya l.26 

Perbualta ln eksploita lsi a lnalk merupa lkaln keja lhalta ln kekeralsa ln 

terha ldalp a lnalk. Menurut Richalrd J Belles “kejalhalta ln kekeralsa ln terha ldalp 

a lnalk a lda llalh perbualta ln yalng disengaljal ya lng dalpa lt menimbulkaln 

kerugialn a lta lu ba lhalya l terha lda lp a lna lk-a lnalk seca lral fisik ma lupun 

emosionall.” Istila lh kejalha lta ln kekeralsa ln terhalda lp alna lk meliputi berbalgali 

bentuk tingkalh lalku, dalri tindalkaln alncalma ln fisik secalra l lalngsung oleh 

oralng tua l a lta lu ora lng dewalsa l la linnyal sa lmpa li kepa ldal penela lntalra ln 

kebutuhaln dalsa lr a lnalk da ln terlebih palda l ora lng tual a lta lu oralng dewalsa l 

ya lng salmpa li mengeksploitalsi alna lk.27 

Proses eksploitalsi senalntialsa l menilalhirkaln tindalk penindalsa ln 

ka lrenal ketidalk berdalya la ln pihalk ya lng dieksploitalsi. Ma lsyalra lka lt ya lng 

tidalk memiliki pendidikaln salngalt renta ln untuk dijaldikaln sebalga li korbaln 

dalri eksploitalsi ka lrenal sulitnyal pilihaln hidup yalng merekal da lpaltka ln. 

Dalla lm lingkungaln sosiall menengalh kebalwalh di Indonesial, a lnalk ya lng 

bekerjal dialnggalp sebalga li palnutaln ka lrenal bekerjal sa la lt di usial a lna lk-

a lnalk da lpa lt menalna lmkaln disiplin daln etos kerja l palda l alna lk.28 

Ba lnyalk oralng mera lsal balhwal bekerja l merupalka ln hall ya lng positif 

balgi perkembalnga ln alna lk sehinggal a lnalk diikutsertalka ln dallalm proses 

kerjal. Seja lk kecil alnalk-a lna lk tela lh didik untuk bekerjal, misallnya l di sektor 

 
26 Beniharmoni Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak (Yogyakarta: 
Deepublish,2016,) h.1 
27 Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), Bandung: Nuansa Penerbit, 
2006, hlm 36 
28 Bagong Suyanto, Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri 
Seksual Komersial, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 162 
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perikalnaln, nela lyaln, buruh,  perta lnia ln daln lalin-lalin. Berbalga li falktor 

menyebalbkaln a lnalk terpa lksal bekerja l dalla lm situalsi da ln kondisi yalng 

tidalk la lyalk da ln dalpalt memba lhalya lka ln proses tumbuh daln 

berkembalngnyal a lnalk.29 Sulitnyal mendalpaltka ln fa lsilita ls pendidikaln, 

rendalhnyal kesa ldalra ln ora lngtual ma lupun malsya lralka lt terha lda lp 

pentingnyal pendidikaln, da ln ma lha llnyal bia lyal pendidikaln sehingga l 

menyebalbkaln pendidikaln dipalndalng sebalgali sesualtu ya lng malha ll daln 

mewalh teruta lma l di ka llalngaln ma lsyalra lkalt menenga lh ke ba lwa lh. Kondisi 

ini yalng menyebalbka ln a lnalk mema lsuki dunial kerja l.30 

3. Jenis-jenis Eksploita lsi alna lk 

a. Eksploitalsi Ekonomi 

Eksploitalsi ekonomi alda llalh pemalnfa lalta ln ya lng dilalkuka ln secalra l    

sewenalng-wenalng da ln berlebihalha ln terha lda lp a lnalk untuk kepentingaln 

ekonomi semalta l-ma lta l ta lnpal mempertimbalngkaln ra lsal kepaltuta ln, 

kealdilaln serta l kompensalsi keseja lhterala ln terha ldalp a lnalk.31 Fa lktor 

ekonomi merupalka ln fa lktor uta lma l penyebalb  terja ldinyal eksploitalsi secalra l 

ekonomi terhalda lp a lnalk ja llalnaln. Da llalm teori yalng dikemukalka ln oleh 

Ma lnnheim menjelalska ln balhwa l kehidupaln ekonomi merupalka ln  ha ll ya lng 

fundalmenta ll ba lgi seluruh struktur sosiall da ln kultura ll, da ln ka lrena lnyal 

menentukaln semua l urusaln dallalm struktur tersebut. Kondisi-kondisi daln 

perubalhaln-perubalhaln ekonomi mempunyali pengalruh besalr dallalm 

 
29 Ibid, Hlm.163 
30 Ibid, hlm.163 
31 Benedhicta Desca Prita Octalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 
Eksploitasi Ekonomi, Jurnal Tesis Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 25-27 
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terjaldinyal kejalha lta ln.32 

Eksploitalsi secalra l ekonomi terhaldalp a lna lk disebalbkaln oleh 

rendalhnyal tingka lt pendidikaln ya lng didalpaltka ln da lri ora lng tua l mereka l. 

Ralta l-ra lta l tingka lt pendidikaln ya lng pernalh didalpaltka ln oleh oralng tua l 

a lnalk ha lnyal sa lmpa li palda l tingkalt sekolalh da lsalr ba lhka ln a ldal ya lng tida lk 

mengenyalm ba lngku pendidikaln. Ha ll ini menyebalbka ln ora lng tua l a lna lk 

ya lng mendalpaltka ln tingkalt pendidikaln rendalh kesulitaln da llalm 

memperoleh pekerjala ln ya lng lalyalk sehinggal ta lra lf perekonomialn mereka l 

menjaldi rendalh. Selalin itu, rendalhnya l tingkalt pendidikaln ora lng tual a lna lk 

jalla lnaln mengalkiba ltka ln ketidalkta lhua ln merekal mengenali fungsi daln 

peraln sebalgali ora lng tua l serta l pema lhalma ln mengenali halk-ha lk a lnalk.33 

Dikutip dalri tesis Heri Irwalnsya lh, mengalmbil dalri buku kalra lngaln 

Mufidalh ya lng berjudul “Halruskalh Perempualn Daln Alnalk Dikorbalnka ln” 

mengaltur,34 Bentuk-bentuk eksploitalsi daln bentuk pekerjala ln terburuk 

a lnalk berda lsalrka ln Undalng-Undalng Nomor 1 Ta lhun 2000 tentalng 

Pengesalhaln ILO daln berdalsalrka ln Konvensi ILO Nomor 128 aldalla lh 

sebalga li berikut: 

1) Segalla l bentuk perbudalka ln a lta lu pra lktik sejenis perbudalka ln 
seperti penjuallaln da ln perdalga lngaln a lna lk, kerja l ijon, 
perhalmbala ln (kerjal palksa l) a lta lu waljib kerjal, termalsuk 
pengeralha ln a lna lk secalra l pa lksa l da ln untuk dima lnfa la ltka ln da llalm 
bentuk konflik senja lta l; 

2) Pemalnfa la lta ln, penyediala ln alta lu pena lwalra ln untuk pela lcuraln, 
produksi pornogralfi, a lta lu pertunjukaln-pertunjukaln porno; 

3) Pemalnfa la lta ln, penyedialaln alta lu penalwalra ln alnalk untuk 
kegialta ln terlalra lng, khususnyal untuk produksi da ln 

 
32 Susanto,” Kriminologi”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 87 
33 Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), Bandung: Nuansa Penerbit, 
2006, hlm 36 
34 Heri Irwansyah, hlm. 49. 
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perdalgalnga ln obalt-obalta ln terlalra lng sebalga limalna l dialtur dalla lm 
perjalnjialn yalng relevaln; 

4) Pekerjala ln yalng sifa lt a lta lu kealdala ln tempalt pekerjala ln itu dalpa lt 
membalha lyalka ln kesehalta ln, kesela lmalta ln alta lu mora ll ba lik. 
 

Pa lsa ll 76 Alya lt 1 UU Perlindungaln Alna lk selalnjutnyal disebut (UU 

Kesejalhterala ln Alnalk) menga ltur ba lhwal: setia lp ora lng dilalra lng 

menempaltka ln, membialrka ln, melalkuka ln, menyuruh mela lkukaln a lta lu turut 

serta l melalkuka ln eksploitalsi seca lral ekonomi daln a lta lu seksuall terhalda lp 

a lnalk.35 

Pengertialn bentuk-bentuk pekerjala ln terburuk untuk a lnalk-a lnalk 

menurut  Unda lng-Undalng Nomor 1 Ta lhun 2000 tersebut di alta ls di 

Indonesial seca lra l umum meliputi a lnalk-a lnalk ya lng dieksploitalsi seca lral fisik 

ma lupun ekonomi ya lng alnta lra l la lin dalla lm bentuk : 

1) Alna lk-alna lk yalng dilacurkan; 
2) Alna lk-alna lk yalng bekerjal diperta lmbalngaln; 
3) Alna lk-alna lk yalng bekerjal sebalga li penyelalm mutia lra l; 
4) Alna lk-alna lk ya lng bekerjal disektor konstruksi; 
5) Alna lk-alna lk ya lng bekerjal di jermall; 
6) Alna lk-alna lk ya lng bekerjal sebalga li pemulung salmpa lh; 
7) Alna lk-alna lk ya lng dilibaltka ln dalla lm produksi daln kegialta ln ya lng 

menggunalka ln ba lha ln-balhaln peledalk; 
8) Alna lk-alna lk ya lng bekerjal di ja llaln; 
9) Alna lk-alna lk yalng bekerjal sebalga li pembalntu ruma lh ta lnggal; 
10) Alna lk-alna lk yalng bekerjal di perkebuna ln; 
11) Alna lk-alna lk ya lng bekerjal pa lda l industri ruma lh ta lnggal; 
12) Alna lk-alna lk yalng bekerjal paldal penerbalnga ln, pengolalha ln daln 

pengalngkutaln ka lyu; 
13) Alna lk-alna lk yalng bekerjal paldal industry da ln jenis kegialta ln 

ya lng menggunalka ln ba lhaln kimia l berba lhalya l

36 
 

Eksploitalsi yalng dilalkukaln terhalda lp alnalk merupalka ln tindalka ln 

ya lng melalmpalui balta ls da ln tida lk a ldalnya l ra lsal berperi kemalnusiala ln. 

Setia lp alnalk ya lng mengalla lmi tindalka ln eksploitalsi yalng dilalkukaln oleh 
 

35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76, Huruf I 
36 Abdussalam dkk, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK, 2016), hlm. 112-114 
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oralngtua l sudalh pa lsti a lkaln menimbulkaln a lkibalt-a lkibalt terha lda lp alna lk, 

ya litu kehilalngaln ha lk a lna lk. Ora lngtual ya lng melalkuka ln tinda lkaln 

eksploitalsi terhalda lp a lnalk tentunya l tinda lka ln itu a lka ln mempengalruhi 

perkembalngaln a lna lk ba lik dalri segi biologis malupun psikisnyal, sela lin 

itu perilalku a lnalk pun alka ln menyimpalng ka lrenal terbialsa l mengallalmi 

tindalka ln eksploita lsi dalri ora lngtual, dengaln demikialn a lpal ya lng merekal 

lihalt da ln ralsa lka ln alka ln menjaldi contoh ba lgi merekal.37 

b. Eksploitalsi Fisik 

Eksploitalsi fisik a ldalla lh penyallalhgunala ln tena lgal a lnalk untuk 

dipekerjalka ln demi keuntungaln oralngtualnya l alta lu golongaln tertentu 

seperti menyuruh a lnalk bekerjal daln meletalkka ln alna lk palda l pekerjala ln-

pekerjalaln bera lt ya lng sehalrusnya l belum pa lnta ls untuk dijallalninyal. Da lla lm 

hall ini a lna lk-a lnalk dipalksa l untuk bekerjal dengaln segena lp tena lgalnya l da ln 

jugal mengalnca lm jiwalnya l, dengaln a lda lnyal teka lna ln fisik ya lng beralt da lpa lt 

menghalmbalt pertumbuhaln fisiknya l, a lpalbilal a lna lk tidalk ma lu 

melalksa lnalka ln perinta lh dalri ora lngtualnyal ma lka l a lna lk a lka ln mendalpaltka ln 

siksala ln dalri ora lngtualnya l.38 

Dalla lm ha ll ini, alnalk-a lnalk dipalksa l bekerjal menggunalkaln segenalp 

tena lgal daln jugal da lpalt mengalnca lm jiwalnya l. Tekalna ln fisik yalng salngalt 

beralt da lpalt menghalmba lt perkembalngaln fisik a lnalk hinggal 30% kalrena l 

merekal mengelualrka ln sta lminal melebihi kalpalsita lsnya l hinggal dewa lsal. 

Oleh sebalb itu, alna lk-alna lk alka ln mengalla lmi cederal fisik ya lng dialkibaltka ln 

 
37 Ibid, Hal.67 
38 urnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume IV No. 1 Mei 2016, diakses dari 
https://media.neliti.com/media/publications/69241-ID-eksploitasi-pekerja-anak-
pemulung.pdf 
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oleh pukulaln, ca lmbukaln, luka l balka lr, lukal ja ltuh, lecet da ln goresaln, a lta lu 

memalr dengaln berbalga li tingkalt penyembuhaln, fralktur, lukal pa lda l mulut, 

bibir, ralha lng, daln ma lta l.39 

c. Eksploitalsi Sosiall 

Eksploitalsi sosia ll mempunyali sisi ya lng sa lmal denga ln eksploitalsi 

secalra l fisik. Eksploitalsi sosiall alda lla lh segallal bentuk penyallalhgunala ln 

ketidalkma lmpualn seoralng a lnalk ya lng dalpa lt menyebalbka ln terhalmba ltnya l 

perkembalngaln emosionall alna lk, seperti kalta l-ka lta l yalng a lncalma ln kepalda l 

a lnalk a lta lu menalkut-na lkuti,    penghinala ln terhalda lp alnalk, penolalka ln, 

perlalkualn negaltif, mengelualrka ln ka lta l-ka lta l yalng tida lk palntals untuk 

perkembalngaln emosi alnalk, memberi hukumaln yalng kejalm pa ldal a lna lk-

a lnalk seperti mengunci alna lk pa ldal ka lma lr ya lng gelalp, mengunci didalla lm 

ka lmalr ma lndi, dipukul, dipalsung, da ln perbualta ln menyimpalng lalinnyal 

a lta lu eksploitalsi sosiall a ldallalh segallal sesualtu ya lng bisa l menyebalbka ln 

terha lmbaltnya l perkembalngaln emosionall terha lda lp a lnalk.40 

Alna lk mempunyali kedudukaln yalng salngalt penting dalla lm 

kehidupaln bermalsya lralka lt, berba lngsa l, daln bernegalra l, ka lrenal a lnalk 

a ldalla lh generalsi penerus dallalm penca lpalia ln cital-cita l ba lngsal. Sebalgali 

penerus balngsal sudalh sehalrusnya l a lnalk mendalpaltka ln kesejalhtera la ln 

a lgalr da lpalt tumbuh daln mengembalngalnkaln kepribaldialn da ln 

kemalmpua ln dallalm melalksa lnalka ln peralna ln daln fungsi dalla lm kehidupaln 

sesuali pertumbuhaln usialnya l.41 

 

 
39 Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume IV No. 1 Mei 2016, hal.23 
40 P Joko Subagyo, “ Metode Penulisan dalam Teori dan Praktek”, Rineka Cipta, Jakarta, 
1999. Hlm 63 
41 Ibid, hlm.75 
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Dalla lm sektor jalsa l, terutalma l hotel daln hiburaln, alna lk-alna lk 

direkrut berdalsalrka ln penalmpilaln, da ln berkemalmpualn untuk menjallin 

hubungaln dengaln oralng dewalsa l. Mereka l ha lrus melalya lni pa lra l 

pelalnggaln yalng kebalnyalka ln ora lng dewalsa l, sehinggal sa lngalt 

berpelualng ba lhwa l a lna lk a lka ln mengallalmi teka lna ln ba ltin kalrenal 

mengallalmi ra lyualn-ra lyualn seksuall. 

Dalla lm Pa lsa ll 2 Undalng-Undalng Nomor 4 Ta lhun 1979 Tenta lng 

Kesejalhterala ln Alnalk mengaltur :42 

1) Alna lk berhalk a lta ls kesejalhtera laln, peralwa lta ln, a lsuhaln, da ln 
bimbingaln berdalsa lrkaln ka lsih salyalng balik dallalm kelua lrgalnya l 
ma lupun di dalla lm alsuhaln khusus untuk tumbuh da ln 
berkembalng denga ln waljalr; 

2) Alna lk berhalk alta ls pelalya lna ln untuk mengemba lngkaln 
kemalmpua ln daln kehidupaln sosia llnya l, sesua li denga ln Negalral 
ya lng balik da ln bergunal; 

3) Alna lk berhalk alta ls pemelihalra la ln daln perlindungaln, balik 
semalsa l dalla lm       ka lndungaln ma lupun sesudalh dilalhirkaln; 

4) Alna lk berhalk a lta ls perlindungaln terhalda lp lingkungaln hidup 
ya lng dalpalt memba lhalya lka ln alta lu menghalmbalt pertumbuhaln 
daln perkembalngalnnyal dengaln wa ljalr; 
 

d. Eksploitalsi Seksuall 

Seksuall menurut terminologi alda llalh hall reproduksi/ 

perkembalngbialka ln lewalt penya ltua ln dua l individu yalng berbedal ya lng 

ma lsing-malsing menghalsilkaln sebutir telur daln sperma l, peralngsalngaln 

melallui alla lt kelalmin, dalera lh-daleralh sensitif alta lu erogenus, alta lu dengaln 

proses perkembalngbialkaln.43 Eksploita lsi Seksuall palda l a lnalk a lda llalh 

penggunala ln alna lk untuk tujualn pemenuhaln halsra lt      seksua ll dengaln 

imballaln tuna li a lta lu dalla lm bentuk la lin alnta lra l a lna lk, pembeli ja lsal seks, 

penikmalt, pera lnta lra l a lta lu a lgen, da ln pihalk la lin ya lng memperoleh 
 

42 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, Pasal 2 
43 Kartini Kartono, Kamus Lengkap Psikologi, hln.459 
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keuntungaln dalri perdalga lngaln seksua llitals a lna lk tersebut meliputi: 

1) Prostitusi alna lk ya litu penggunala ln alnalk da llalm kegialta ln seksuall 

dengaln       pemba lya lra ln a lta lu dengaln imballa ln; 

2) Pornogralfi a lna lk ya litu setia lp representa lsi dengaln sa lra ln a lpalpun, 

pelibalta ln seca lral eksplisit seoralng a lnalk da lla lm kegialta ln seksuall 

balik seca lra l nya lta l ma lupun disimulalsika ln a lta lu secalra l representalsi 

dalri orga ln-orgaln seksuall alna lk untuk tujualn seksua ll; 

3) Perdalga lngaln a lnalk untuk tujua ln seksuall, memperjuall-belikaln a lnalk 

kepalda l algen, pera lnta lra l a lta lu penikma lt, demi tujualn seksuall. 

Eksploitalsi seksuall da lpalt berupa l perlalkua ln ya lng tida lk senonoh 

dalri ora lng dewalsa l, kegialta ln yalng menjuru paldal pornogralfi, perka lta la ln-

perkalta la ln porno, membualt a lna lk ma llu, menelalnjalngi a lnalk, prostitusi 

a lnalk, menggunalka ln alna lk untuk produk pornogralfi daln melibaltka ln a lnalk 

dalla lm bisnis prostitusi. Eksploitalsi seksuall dalpa lt menulalrka ln penyalkit 

HIV/AlIDS a lta lu penyalkit seksua ll lalinnyal kepa ldal a lna lk ka lrenal a lna lk-alna lk 

bialsa lnyal diperjuall-belikaln untuk perta lmal ka llinyal sa lalt a lna lk ma lsih 

peralwa ln. Alna lk-alnalk ya lng menga llalmi eksploitalsi seksua ll rentaln 

terha ldalp pengguna laln obalt-oba lta ln terlalra lng, dalmpa lk secalra l umum yalitu 

merusalk fisik da ln psikis alna lk. 

Dalla lm UU Perlindungaln Alnalk ha lnya l mengaltur dual Palsa ll tentalng 

lalra lngaln melalkuka ln eksploitalsi seksuall daln eksploitalsi ekonomi paldal 

a lnalk ya litu Pa lsa ll 76 huruf I da ln Pa lsa ll 88 dengaln a lnca lmaln hukuma ln 

penjalral ma lksimall 10 Talhun daln a lta lu dendal pa lling balnya lk 200     juta l 

rupialh. 
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D. Tinja lua ln Tenta lng A lna lk  

Berdalsa lrka ln Ka lmus Besa lr Ba lha lsa l Indonesial (KBBI), a lnalk a lda lla lh 

keturunaln kedual.44 Dalla lm konsideraln UU No. 23 Ta lhun 2002 Tenta lng 

Perlindungaln Alna lk, dika lta lkaln ba lhwa l a lnalk a ldalla lh alma lnalh da ln kalrunial 

Tuha ln Ya lng Malha l Esa l, ya lng da lla lm dirinyal meleka lt ha lrka lt da ln ma lrta lba lt 

sebalga li menusial seutuhnyal, lebih la lnjut dikalta lka ln ba lhwal a lnalk a lda llalh 

tuna ls, potensi, da ln generalsi mudal penerus cital-cita l perjualngaln ba lngsal, 

memiliki peraln stra ltegis daln mempunyali ciri daln sifa lt khusus ya lng 

menjalmin kelalngsungaln eksistensi ba lngsal da ln negalra l pa lda l ma lsa l 

depaln.45 

Oleh ka lrenal itu a lga lr setia lp a lnalk kela lk ma lmpu memikul ta lnggung 

jalwa lb tersebut, ma lkal ia l perlu mendalpalt kesempa lta ln ya lng seluals-

lualsnya l untuk tumbuh daln berkembalng seca lral optima ll, ba lik fisik, menta ll 

ma lupun sosiall, daln beralkhlalk mulial, perlu dilalkukaln upa lyal perlindungaln 

serta l untuk mewujudkaln kesejalhterala ln a lnalk dengaln memberikaln 

jalminaln terha lda lp pemenuhaln ha lk-ha lknyal serta l a lda lnya l perlalkua ln ta lnpa l 

diskriminalsi46. 

 
E. Tinja lua ln Tenta lng Ora lng Tua l 

Dalla lm ka lmus besa lr Ba lhalsa l Indonesial dijelalska ln balhwal, “Ora lng 

tua l a ldalla lh a lyalh ibu ka lndung”.47 Selalnjutnya l Al. H. Ha lsa lnuddin mengaltur 

balhwa l,“Ora lng tua l a lda llalh ibu ba lpalk ya lng dikenall mulal perta lma l oleh 

 
44 Kamus Besar Bahasa Indonesia  
45 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
46 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8. 
47 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 
Pustaka, Jakarta 1990, h.629 
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putra l putrinyal”.48 Da ln H.M Alrifin juga l mengungkalpka ln ba lhwal “Ora lng tua l 

menjaldi kepallal kelualrga l”.49 

Orang tua merupakan pimpinan dalam suatu rumah tangga atau 

keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu 

dimasa yang akan datang. Di dalam buku kamus bahasa indonesia 

dijelaskan bahwa orang tua adalah Ayah Ibu kandung (orang-orang tua) 

orang yang dianggap tua (cerdik, pandai ahli dan sebagainya). Orang 

yang dihormati di kampung.50 

Orang tua yang dimaksudkan di sini adalah ayah dan ibu kandung, 

ayah yang mencarikan nafkah guna memenuhi segala kebutuhan 

keluarga, kemudian si Ibu adalah merupakan pendamping si Ayah yang 

bertugas memelihara suasana rumah tangga, yang mengatur kehidupan 

rumah tangga terutama anak-anak. Kebutuhan-kebutuhan tersebut 

meliputi kebutuhan jasmani seperti kebutuhan makanan, minuman, 

pakaian, rumah, kesehatan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan 

rohani seperti kasih sayang, rasa sayang, rasa bebas, rasa harga diri, 

dan sebagainya.51 

Setiap anak adalah anugrah dan amanah Allah yang diberikan 

kepada orang tua oleh karena kedua orang tua mempunyai kewajiban 

dan tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya. Baik itu di 

dunia maupun di akhirat. Tanggung jawab yang perlu didasarkan dan 

 
48  A.H. Hasanuddin, Cakrawala Kuliah Agama, Al-Ikhlas, Surabaya, 1984 h. 155 
49 H.M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah 
danKeluarga, Bulan Bintang, Jakarta, 1987 h.74 
50 Abdussalam dkk, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK, 2016), hlm. 112. 
51 Ibid, Hlm. 113 
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dibina kedua orang tua terhadap anak dengan membina terus menerus, 

memelihara dan membesarkannya, melindungi dan menjamin 

kesehatannya, mendidiknya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, 

membahagiakan anak di dunia dan di akhirat dengan memberikan 

pendidikan agama, bila hal ini dapat dilakukan oleh setiap orang tua, 

maka generasi mendatang mempunyai kekuatan mental menghadapi 

perubahan dalam masyarakat.52 

Orang tua mempunyai tugas yang paling berat di dalam 

mengawasi atau memperhatikan belajar anak di rumah sebab waktu 

terbanyak bagi anak berada di rumah dekat dengan orang tuanya dan 

hanya sebagian waktu saja anak berada di rumah saja anak berada di 

sekolah berada dalam pengawasan gurunya dan selain itu semua 

menjadi tanggungjawab orang tua.53 

Perlu diketahui bahwa orang tua memiliki tugas dan kewajiban 

yang istimewa dalam keluarga, bila kewajiban itu dilalaikan akan 

mempunyai dampak negatif dan diakhirnya menjadi patal sama sekali 

dan mengakibatkan terjerumus dalam kehancuran.54 

 
F. Fa lktor ya lng Menyeba lbka ln Eksploita lsi A lna lk 

Berikut a ldalla lh beberalpa l fa lktor ya lng menjaldi penyebalb terja ldinya l  

eksploitalsi a lnalk : 

 

 
52 Ibid, Hlm.114 
53 Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (Cet; I Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 46 
54 Ibid, Hlm.47 
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a) Fa lktor Ekonomi 

Fa lktor ekonomi merupalka ln falktor pendorong yalng signifika ln 

terha ldalp terja ldinyal tindalka ln eksplotalsi alna lk oleh oralngtua l. Kebalnya lkaln 

a lnalk dipalksa l bekerjal oleh ora lngtualnya l untuk memenuhi kebutuhaln 

sehalri-halri. Ha lrgal balha ln pokok yalng semalkin malha ll, tingkalt kebutuhaln 

ya lng tinggi sertal pengelualra ln ya lng berta lmbalh menuntut a lnalk terjun untuk 

membalntu mencukupi kebutuhaln dalsa lrnya l. Pa ldal a lwallnyal ora lngtual 

mengalmbil keputusa ln untuk menyuruh alna lknyal bekerjal ka lrenal alda lnya l 

teka lnaln ekonomi ya lng beralt sementa lral penghalsilaln oralng tua l tida lk 

mencukupi untuk bialya l kehidupaln kelualrgal sehalri-halri, sehingga l 

terjaldilalh tindalka ln eksploita lsi terha ldalp alnalk. Oralngtua l justru 

memalnfa la ltka ln kepolosaln daln ketidalkberdalya la ln alna lk terhaldalp 

kekualsa la ln oralngtual untuk mendalpa ltka ln ua lng, bukaln berusalha l untuk 

melalkuka ln alktifita ls ekonomi yalng la lin untuk mendalpa ltka ln penghalsilaln 

ta lmba lhaln ta lnpal melibaltka ln alna lk ke dalla lm dunial kerjal.55 

Memperkerjalkaln alnalk kemudialn menjaldi calral yalng tidalk salh yalng 

dilalkukaln oleh oralng tual dallalm mencukupi kebutuhaln ekonomi yalng tidalk 

dalpalt dipenuhi salalt oralngtual melalkukaln pekerjalaln talnpal melibaltkaln 

alnalk. Dallalm hall ini terlihalt balhwal falktor ekonomi yalng mendorong 

oralngtual untuk melalkukaln tindalkaln eksploitalsi terhaldalp alnalk. Kelualrgal 

yalng tidalk mempunyali kebutuhaln ekonomi yalng memenuhi stalndalr 

kehidupaln, malkal kelualrgal alkaln menempuh calral yalng ilegall alpalbilal 

pendalpaltaln yalng merekal dalpaltkaln secalral salh tidalk mencukupi, yalng 

 
55 B.Simandjuntak, “Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial”, Bandung, 1981, Hlm 231 
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kemudialn dilihalt balhwal kemiskinaln mendorong oralng untuk melalkukaln 

kejalhaltaln.56 Eksploitalsi alnalk merupalkaln calral yalng ilegall untuk 

memperoleh ualng altalu malteri, sehinggal tindalkaln tersebut dalpalt 

dikaltegorikaln sebalgali kejalhaltaln. 

b) Fa lktor Pendidikaln 

Falktor Pendidikaln berkalitaln dengaln oralngtual, rendalhnyal 

pemalhalmaln oralngtual terhaldalp halk-halk alnalk yalng halrus dijalgal daln 

dipenuhi, sehinggal disaldalri      altalupun tidalk disaldalri, pelualng terjaldinyal 

eksploitalsi alnalk menjaldi lebih besalr. Perlalkualn oralngtual yalng menyuruh 

daln mengalwalsi alnalknyal yalng mengemis merupalkaln sallalh saltu bentuk 

balhwal pendidikaln oralngtual yalng rendalh menyebalbkaln oralngtual tidalk 

palhalm mendidik alnalk dengaln calral yalng tepalt. 

Ora lngtual ya lng mempunyali pendidikaln ya lng rendalh ha lnya l 

mengutalma lkaln ba lgalima lnal a lna lk ikut memba lntu da llalm meringalnka ln 

bebaln ekonomi kelualrga l, dengaln tida lk mempertimbalngkaln da lmpa lk da lri 

menyuruh alnalk bekerjal. Tingka lt pendidikaln ya lng rendalh juga l 

mengalkibaltka ln ora lngtual tidalk mementingkaln pendidika ln alna lk daln tidalk 

memalha lmi balhwa l pendidikaln mempunyali alrti ya lng salngalt besalr di 

perkembalng alnalk di malsa l mendalta lng. Ora lngtual lebih mempertalha lnkaln 

keberaldala ln a lna lknyal dija llalna ln dengaln ca lra l bekerjal, mengemis, 

mengalmen daln sebalga linyal demi mendalpaltka ln ua lng, seba lb alpa lbila l 

a lnalk            mengikuti pendidikaln di sekola lh alka ln menyebalbkaln berkuralngnya l 

pemalsuka ln oralngtua l berkuralng da ln membualt bia lya l kelualrgal sema lkin 

 
56 Ibid, Hlm 232 
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berta lmbalh.57 

c) Fa lktor Lingkungaln 

Kea ldala ln lingkunga ln sekitalr terma lsuk fa lktor pendorong terjaldinya l 

tindalka ln eksploitalsi terhalda lp alna lk. Seca lra l galris besalr a lna lk yalng 

mengallalmi tindalka ln eksploitalsi bertempalt tingga ll di lingkungaln la lpisaln 

balwa lh ya lng kumuh daln ma lsya lra lka ltnyal tida lk bera ltura ln. Ma lsya lra lka lt ya lng 

tidalk bera ltura ln inila lh yalng memberika ln pengalruh ya lng buruk balgi mereka l 

ya lng tinggall di ka lwalsa ln tersebut. Sa ltu ka lwa lsa ln tersebut bialsa lnyal 

ditempalti oleh kelualrga l-kelualrgal ya lng mempunyali pendalpa lta ln ekonomi 

ya lng rendalh. Ketika l a lda l sa ltu kelua lrgal la lpisaln ba lwa lh ba lru ma lsuk ke 

dalla lm ka lwa lsaln tersebut, seca lral tidalk la lngsung merekal pa lsti a lka ln 

terpengalruh dengaln lingkungaln disekita lr tempa lt tingga ll merekal. 

Selalin ka lrenal a lla lsa ln fa lktor ekonomi, a lla lsaln ikut-ikuta ln dengaln 

tema lnnyal ini pula llalh ya lng merupa lkaln fa lktor pa lling dominaln ba lgi 

oralngtua l untuk menyuruh alnalk-a lna lk merekal mengemis di jalla lnaln. Pa lra l 

oralngtua l terpenga lruh oleh lingkungaln sekitalrnya l ka lrenal mereka l 

beralnggalpa ln oralngtua l la lin pun menyuruh alnalknya l mengemis daln tida lk 

a ldal sa llalhnya l jugal a lnalk mengemis demi memenuhi kebutuhaln ora lngtua l 

daln kelualrga lnyal.58  

d) Fa lktor Buda lyal 

Alna lk merupalka ln ka lrunial terbesalr balgi seluruh oralngtua l. Ba lgi 

oralngtua l, memiliki alna lk beralrti memiliki malsa l depaln ya lng balik. Setia lp 

oralngtua l mempunya li persepsi yalng berbedal-bedal mengenali nilali alna lk 

 
57 Ibid, Hlm.233 
58 Ibid, 234 
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begitu jugal perlalkua ln oralngtual terha ldalp a lnalknyal. Ora lngtua l 

mengalnggalp alna lk a ldalla lh   investa lsi yalng balik daln bernilali ekonomi 

ya lng tinggi dallalm kelualrgal. Alna lk memiliki potensi yalng dalpa lt memba lntu 

perekonomialn kelualrga l ba lik itu sebalta ls memba lntu pekerjalaln ruma lh 

ta lnggal ma lupun bekerjal dilualr lingkungaln rumalh daln menghalsilkaln 

ualng. 

Persepsi oralngtua l tersebut kebalnya lkaln disa llalh a lrtika ln oleh 

oralngtua l sehingga l ba lnyalk ora lngtua l melalkuka ln tinda lkaln sewenalng-

wenalng terhaldalp a lnalk dengaln ca lral mempekerjalka ln alnalk merekal 

dengaln melewalti balta ls kewa ljalra ln seperti memalksa l a lnalk bekerja l, da ln 

a lkaln menyiksal a lna lk a lpalbilal a lnalk tidalk ma lu bekerjal. Pa lda l dalsa lrnyal 

penalnalma ln etos kerjal sejalk dini kepalda l a lnalk a lda llalh ha ll yalng salngalt 

bermalnfa la lt, teta lpi ka lrenal hall itu ora lngtual sering mengalba likaln balta ls- 

balta ls kema lmpualn kerja l seoralng a lnalk da ln menga lbalika ln pendidikaln 

kepalda l a lnalk. 

Alna lk-alna lk ya lng dipalksa l bekerjal da lpa lt memberikaln resiko seperti 

tidalk a ldal wa lktu belalja lr, kesehalta ln ya lng buruk, pergalulaln bebals sertal 

a lncalma ln ya lng dalpalt memba lha lya lkaln keselalma lta ln a lnalk a lda llalh ha ll ya lng 

tidalk sesua li dengaln ha lk- halk a lnalk da ln kalidalh pendidika ln. Bekerjal tidalk 

halrus sela llu dilalkukaln diua lr ruma lh, a lna lk dalpa lt membalntu ora lngtual 

dengaln mengerjalka ln pekerjala ln ruma lh   suda lh da lpalt dika lta lka ln mendidik 

a lnalk untuk mempunyali sika lp disiplin untuk bekerja l, wa llalupun tidalk 

menghalsilkaln ualng tetalpi bekerjal dirumalh tidalk  melalnggalr ha lk-halk alna lk 

daln a lna lk-a lnalk bisa l mendalpaltka ln pendidikaln ya lng balik.59 

 
59 Ibid, 235 
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G. Perlindunga ln Hukum A ltals Eksploita lsi A lna lk 
 

Menurut Alristoteles, hukum a lda llalh sualtu ya lng berbedal ketimba lng 

sekedalr menga ltur daln mengekspresika ln bentuk dalri konstitusi, hukum 

berfungsi jugal untuk menga ltur tingkalh la lku pa lra l ha lkim da ln putusalnnya l di 

pengaldilaln da ln untuk menjaltuhkaln hukumaln a lta lu sa lnksi terha lda lp 

pelalnggalr.60 

Menurut Ka lmus Besa lr Ba lha lsa l Indonesial, hukum a lda llalh 

keputusaln ya lng dijaltuhka ln halkim kepalda l terdalkwa l ya lng berpedomaln 

palda l pera lturaln resmi yalng menja ldi pengaltur daln dikualtka ln oleh 

pemerintalh, undalng-undalng, pera lturaln, pa ltoka ln (ka lidalh, ketentua ln) 

mengenali peristiwa l a llalm ya lng tertentu.61 

Perlindungaln dalla lm balhasal Inggris mempunyali alrti protection. 

Istila lh perlindunga ln dallalm Ka lmus Besalr Ba lhalsa l Indonesial da lpalt 

disalma lka ln dengaln protection yalitu proteksi. Proteksi mempunyali alrti 

ya litu proses alta lu perbualta ln memperlindungi yalng mempunyali tujualn 

untuk melindungi diri sendiri alta lu ora lng      la lin.62 Pengertia ln perlindungaln 

a ldalla lh tempalt berlindung dalri hall perbualta ln daln sebalga linyal untuk 

memperlindungi diri daln oralng lalin. Dalla lm Kalmus Besa lr Balha lsal 

Indonesial, perlindungaln alda llalh calra l, proses, daln perbualta ln yalng   

melindungi, sedalngkaln hukum a lda llalh pera lturaln ya lng dibualt oleh 

 
60 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Cetakan ke-
1, Agustus 2009, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 418 
61 Lihat KBBI.Web.Id/hukum 
62 Lihat KBBI.Web.Id/perlindungan 
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pemerintalh berlalku balgi semual ora lng da llalm malsya lra lka lt (nega lra l).63 

Pengertialn perlindungaln hukum aldalla lh sualtu perlindungaln ya lng 

diberikaln kepalda l subyek hukum dalla lm bentuk peralngka lt hukum balik 

ya lng bersifalt preventif ma lupun ya lng bersifalt represif, ba lik yalng 

berbentuk tertulis ma lupun berbentuk tida lk tertulis. Perlindungaln hukum 

sebalga li sualtu ga lmbalra ln da lri fungsi hukum, yalitu konsep dimalna l hukum 

dalpa lt memberikaln kealdilaln, ketertibaln, kepalstia ln, kemalnfa la lta ln da ln 

kedalma lialn.64 

Perlindungaln a lna lk juga l dialtur da lla lm a ltura ln Ha lk Alsa lsi Ma lnusia l 

ya lng sebalgalimalna l tujua lnnyal itu sa lma l dengaln isi da lri konvensi halk-halk 

a lnalk. Pa lsa ll 22 B a lya lt (2) UUD 1945 mengaltur balhwal: 

“Setialp a lna lk berhalk a lta ls kela lngsungaln hidup, tumbuh, daln 
berkembalng sertal berhalk a lta ls perlindungaln da lri kekera lsaln da ln 
diskriminalsi” 
 

Ba lnyalk a lna lk ya lng mengalla lmi eksploitalsi oleh oralngtua l. 

Eksploitalsi yalng dilalkuka ln tidalk ha lnya l a lnalk berusial sekolalh, teta lpi jugal 

a lnalk-a lnalk ya lng ma lsuk dallalm usial ba llital untuk kegialta ln mengemis yalng 

dilalkukaln oleh ora lng dewalsal denga ln ca lral menga ljalk a lna lknyal untuk 

mengemis. Malsa lla lh tersebut balnya lk kita l temui di ruals ja llaln, seperti di 

tra lffic light, sta lsiun kereta l, ha lla lma ln pertokoaln, pa lsa lr tra ldisionall, ma lupun 

pusalt perbelalnjala ln.65 

Upalya l-upalya l perlindungaln kepa ldal a lnalk ha lrus dilalkuka ln sejalk 

 
63 Lihat KBBI. Web.Id/perlindungan 
64 Rahayu, 2019, “Pengangkutan Orang” , etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah 
RI, Nomor 2 Tahun2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
65 Ibid,hal. 38. 
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a lnalk usia l dini, ya lkni sejalk da lri jalnin dalla lm ka lndungaln sa lmpali berumur 

18 (delalpaln bela ls) ta lhun, a lga lr da lpalt berpalrtisipalsi seca lra l ma lksimall ba lgi 

pembalngunaln balngsal da ln Negalral di ma lsal depa ln.  

Halk a lsa lsi alna lk merupalka ln balgialn dalri halk a lsa lsi   ma lnusial ya lng 

termualt da lla lm UUD 1945  Palsa ll 28Al sa lmpali 28J : 

Pa lsall 28A l 
 
1. Halk untuk hidup serta l berhalk memperta lhalnkaln hidup 

daln kehidupalnnyal; 
 

Pa lsall 28 B 
 
1. Halk membentuk kelualrgal da ln mela lnjutkaln keturunaln 

melallui perkalwinaln ya lng salh; 
2. Halk seora lng alna lk a lta ls kelalngsunga ln hidup, tumbuh, 

daln berkembalng serta l mendalpalt perlindungaln dalri 
kekeralsa ln daln diskriminalsi. 

 
Pa lsall 28C 

1. Halk mengembalngkaln diri mela llui pemenuhaln 
kebutuhaln dalsa lrnyal, menda lpalt pendidikaln, da ln 
memperoleh malnfa la lt da lri ilmu pengetalhualn daln 
teknologi, seni daln budalya l; 

2. Halk untuk menga ljukaln diri dallalm memperjualngkaln 
halknya l seca lral kolektif; 

 
Pa lsall 28D 

1. Halk a lta ls penga lkualn, ja lmina ln, perlindungaln, da ln 
kepalstia ln hukum ya lng aldil sertal perlalkua ln yalng sa lma l 
di halda lpaln hukum; 

2. Halk untuk bekerjal da ln menda lpa lt imba llaln serta l 
perlalkualn  ya lng a ldil daln la lyalk da lla lm hubungaln kerjal; 

3. Halk da lla lm memperoleh kesempalta ln ya lng sa lma l da llalm 
pemerintalhaln; 

4. Halk untuk sta ltus kewalrga lnegalrala ln; 

Pa lsall 28H 

1. Halk hidup sejalhtera l lalhir daln baltin, bertempalt tinggall, 
daln mendalpa ltka ln lingkungaln hidup yalng balik daln 
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sehalt serta l ha lk untuk memperoleh pelalya lnaln 
kesehalta ln; 

2. Halk untuk mendalpa lt kemudalha ln daln perlalkualn khusus 
untuk memperoleh kesempalta ln da ln ma lnfa lalt ya lng 
sa lmal guna l mencalpali persa lmala ln da ln kea ldilaln; 

3. Halk a lta ls ja lminaln sosiall ya lng memungkinkaln 
pengembalngaln dirinyal seca lra l utuh sebalga li ma lnusia l 
ya lng bermalrta lbalt; 

4. Halk untuk mempunyali ha lk milik priba ldi daln ha lk milik 
tersebut tida lk boleh dialmbil a llih secalra l sewena lng-
wenalng oleh sialpa lpun; 
 

Pa lsall 28I 
1. Halk untuk tida lk dituntut a lta ls da lsa lr hukum yalng 

berlalku surut (rekroalktif); 
2. Halk untuk beba ls da lri perlalkua ln ya lng bersifa lt 

diskriminaltif a lta ls da lsalr a lpa lpun daln berhalk mendalpalt 
perlindungaln da lri perlalkualn ya lng bersifa lt diskriminaltif 
tersebur; 

3. Halk identita ls budalya l daln ma lsya lra lkalt tra ldisionall untuk 
dihormalti selalra ls dengaln perkembalngaln za lma ln da ln 
peralda lbaln; 

 
Pa lsall 28J 

Pa lsa ll 28 J a lya lt 1 menca lntumkaln ba lhwal setia lp ora lng 
waljib menghormalti ha lk a lsa lsi ma lnusial ora lng la lin da lla lm 
tertib kehidupaln bermalsya lra lkalt, berbalngsal, da ln 
bernegalra l. 
 

Pa lsa ll 2 alyalt (3) da ln (4) Undalng-Undalng Nomor 4 Talhun 1 979  

Tenta lng Kesejalhtera laln Alna lk, menga ltur ba lhwal:  

“a lnalk berhalk a lta ls pemelihalra laln da ln perlindungaln balik semalsa l 
ka lndungaln malupun sesudalh dilalhirkaln. Alnalk berhalk a lta ls 
perlindungaln-perlindungaln lingkungaln hidup yalng dalpa lt 
membalha lyalka ln a lta lu mengha lmbalt pertumbuhaln da ln 
perkembalngaln dengaln walja lr”.  
 

Kedual a lyalt tersebut memberika ln pemalha lma ln balhwal 

perlindungaln a lna lk bertujualn untuk mengupalya lka ln perlalkualn ya lng bena lr 

daln a ldil, untuk terwujudnyal keseja lhterala ln a lnalk. 
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Perlindungaln terha ldalp a lnalk palda l sua ltu balngsal merupa lkaln sa llalh 

sa ltu falktor dalla lm memaljuka ln balngsa l daln negalra l kalrenal itu alnalk-a lna lk 

halrus dilindungi. Kegialta ln perlindungaln a lnalk merupalka ln tindalka ln 

hukum yalng da lpalt beralkibalt hukum, oleh kalrenal itu diperlukaln jalminaln 

hukum balgi kegia lta ln perlindungaln alna lk. Kepalstia ln hukum perlu 

diusalhalka ln demi keberlalngsungaln perlindungaln a lnalk da ln mencegalh 

tindalka ln penyelewengaln yalng membalwa l alkibalt negaltif da lla lm 

pelalksa lnala ln kegia lta ln perlindungaln a lna lk. Kegia lta ln perlindungaln a lna lk 

setidalknya l memiliki dual alspek. Alspek pertalma l berka litaln dengaln 

kebijalkaln da ln pera ltura ln perundalng-undalngaln ya lng mengaltur mengenali 

perlindungaln halk- halk a lnalk. Alspek kedual menya lngkut tentalng 

pelalksa lnala ln kebija lkaln da ln peraltura ln- pera lturaln tersebut.66 

Berhubungaln dengaln itula lh, Komisi Perlindungaln A lna lk Indonesial 

(KPAlI) dibentuk berdalsa lrka ln Undalng-Undalng Nomor 35 Ta lhun 2014  

Tentang Perlindungaln Alna lk Jo Unda lng-Undalng Nomor 23 Ta lhun 2002 

ya lng mengaltur ba lhwal :  

“Setialp a lna lk berhalk untuk da lpa lt hidup, tumbuh, berkembalng, 
daln berpa lrtisipalsi seca lra l wa ljalr sesuali dengaln ha lrka lt da ln 
ma lrta lbalt kema lnusiala ln, serta l mendalpalt perlindungaln da lri 
kekeralsa ln daln diskriminalsi. Setialp a lnalk berha lk a lta ls sua ltu nalma l 
sebalga li identitals diri daln sta ltus kewa lrgalnegalra la ln.”  
 

Berdalsa lrka ln bunyi Pa lsall di alta ls, ma lka l Komisi Perlindungaln Alnalk 

Indonesial diberikaln a lma lnalh untuk melalkuka ln pemalnta lua ln a lta ls sega lla l 

hall ya lng berka lita ln dengaln perlindungaln a lna lk, sehinggal Komisi 

Perlindungaln Alna lk Indonesial (KPAlI) jugal memiliki tugals da ln wewenalng 

 
66 Nashriana, “Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia”, 2019, Jakarta:PT Raja 
Grafindo Persada, hlm. 2 
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untuk memalnta lu produk hukum yalng beredalr di seluruh Indonesial da ln 

memberikaln ta lngga lpaln da ln penilalialn mengenali kesesualia lnnyal denga ln 

ketentualn-ketentua ln hukum yalng pokok mengenali perlindungaln a lna lk 

daln tentunyal jugal melalporka ln halsil pemalnta lualnnya l tersebut kepalda l 

pemerintalh, pihalk-pihalk terka lit da ln juga l ma lsya lra lka lt sehinggal tida lk 

a ldalnya l tindalka ln eksploitalsi terha ldalp a lnalk.67 

Menurut Ka lmus Besalr Ba lha lsa l Indonesial (KBBI), hukum a ldalla lh 

keputusaln ya lng dija ltuhkaln oleh halkim kepa ldal terda lkwa l peraltura ln resmi 

ya lng menjaldi pengaltur da ln dikualtka ln oleh pemerintalh, undalng-undalng, 

peraltura ln, ka lidalh a lta lu ketentualn mengenali peristiwal a lla lm yalng 

tertentu.68 Seca lra l kebalha lsala ln, ka lta l perlindungaln da llalm ba lhalsa l Inggris 

disebut dengaln protection. Istilalh perlindungaln ya lng terdalpa lt pa lda l KBBI 

dalpa lt disalma lka ln dengaln istilalh proteksi, alrtinya l proses a lta lu perbualta ln 

memperlindungi. 

Pengertialn perlindungaln alda llalh tempalt berlindung, dalla lm hall 

perbualta ln daln sebalga linyal dalla lm tindalka ln memperlindugi. Dalla lm KBBI 

ya lng dimalksud dengaln perlindungaln a ldalla lh calra l, proses, da ln perbualta ln 

melindungi. Seda lngkaln hukum alda llalh pera lturaln ya lng dibualt oleh 

pemerintalh alta lu da lta l yalng berlalku ba lgi semual oralng da llalm ma lsyalra lka lt 

(negalra l).69 

Pengertialn perlindungaln hukum alda lla lh sualtu perlindungaln ya lng 

diberikaln terha ldalp subyek hukum da llalm bentuk peralngkalt hukum balik 

ya lng bersifalt preventif malupun yalng bersifalt represif, ba lik dallalm bentuk 

 
67 Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, https://www.kpai.go.id/profil (diakses 
pada, 28 Agustus 2022) 
68 KBBI.Web.Id/hukum 
69 KBBI.Web.Id/perlindungan 
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tertulis ma lupun bentuk tida lk tertulis. Perlindungaln hukum merupalka ln 

sualtu ga lmbalra ln da lri fungsi hukum, ya litu konsep dimalnal hukum dalpa lt 

memberikaln sua ltu kealdilaln, ketertibaln, kepa lstia ln, kemalnfa la lta ln daln 

kedalma lialn.70 

Alna lk merupalka ln a lnugeralh dalri Tuhaln Ya lng Malhal Esa l yalng 

halrus dipelihalra l serta l dihormalti ha lk-halk merekal. Oleh sebalb itu, 

perlindungaln hukum alna lk salnga lt penting untuk ditera lpkaln a lgalr a lnalk 

dalpa lt dilindungi. Upalya l-upalya l perlindungaln a lna lk halrus telalh dimulali 

sejalk dini, yalkni sejalk dalri dalla lm ka lndungaln sa lmpali berumur 18 

(delalpaln belals) ta lhun. Upalya l ini dilalkuka ln a lgalr a lnalk da lpa lt 

berpalrtisipalsi seca lra l optima ll sebalga li penerus balngsa l da ln negalra l. 

Perlindungaln terha ldalp a lna lk da llalm sua ltu ba lngsal merupa lkaln tola lk 

ukur peraldalbaln balngsa l tersebut, ka lrenalnyal sua ltu balngsal wa ljib 

mengusalhalka ln perlindungaln terha ldalp a lnalk. Kegia lta ln perlindungaln 

a lnalk merupalkaln tindalka ln ya lng mempunyali alkiba lt hukum. Oleh kalrenal 

itu, perlu a lda lnyal ja lminaln hukum balgi kegialta ln perlindungaln a lnalk. 

Kepalstia ln hukum perlu diusalha lka ln demi kegialta ln kelalngsungaln 

perlindungaln a lnalk da ln mencegalh terja ldinyal  penyelewengaln ya lng 

membalwa l dalmpa lk negaltif ya lng tidalk diinginkaln dallalm pelalksa lnala ln 

kegialta ln perlindungaln a lnalk. Untuk itu, kegialta ln perlindungaln a lna lk 

halrus memiliki dua l alspek. Alspek perta lmal berka litaln dengaln kebijalka ln 

daln peraltura ln perundalng-undalnga ln yalng menga ltur mengenali 

 
70 Rahayu, 2019, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, 
Nomor 2 Tahun2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal,43 
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perlindugaln ha lk-halk a lna lk. Alspek kedual meya lngkut tenta lng 

pelalksa lnala ln kebija lkaln da ln peraltura ln- peralturaln tersebut.71 

Perlindungaln hukum untuk alna lk menegalska ln balhwal perta lnggung 

jalwa lbaln ora lngtua l, kelua lrgal, ma lsya lralka lt, pemerinta lh da ln negalra l 

merupalka ln kegialta ln ya lng dilalksa lna lkaln seca lra l terus menerus demi 

melindungi halk-ha lk a lna lk. Pela lksa lnala ln kegialta ln tersebut ha lrus 

mempunyali ta lhalp berkelalnjutaln daln tera lralh dengaln ba lik gunal menjalmin 

pertumbuhaln da ln perkembalngaln a lnalk, ba lik fisik, menta ll, spirituall, 

ma lupun sosiall. Tindalka ln ini dimalksudkaln untuk mewujudkaln kehidupaln 

terba lik balgi alna lk ya lng dihalralpka ln sebalga li penerus ba lngsal memiliki 

potensiall, talngguh, memiliki ralsa l na lsionallisme yalng dilalnda lsi oleh 

a lkhlalk mulial da ln nilali palncalsilal serta l berkemalualn kera ls untuk menjalgal 

kesaltua ln daln persa ltua ln balngsal.72 

Beberalpal la lnda lsaln perlindungaln hukum a lnalk ya lng berhubungaln 

lalngsung dengaln upalya l pemenuhaln halk a lna lk untuk kela lngsungaln hidup 

daln tumbuh kemba lngnyal ya lng terbebals da lri segalla l bentuk kekeralsa ln 

daln diskirminalsi, a lnta lra l lalin: 

1. Undalng – Undalng No. 35 Ta lhun 2014 Jo Unda lng-Undalng No 23 

Ta lhun 2002 Tentalng Perlindungaln Alnalk menjelalska ln: 

a) Bidalng Kesehalta ln 

Mendalpaltka ln pela lyalna ln kesehalta ln pa ldal Pa lsa ll 44 a lya lt 1:   
“pemerinta lh daln pemerintalh dalera lh waljib menyedialka ln falsilitals 
daln menyelenggalra lkaln upa lya l keseha lta ln ya lng komprehensif balgi 

 
71 Nashriana, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, hal. 2 
72 52 Anggota IKAPI, Perlindungan Anak Di Bawah Umur, Bandung: PT Alumni, hal 65. 
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a lnalk a lga lr setia lp a lnalk memperoleh deraljalt keseha lta ln ya lng 
optimall sejalk dallalm ka lndungaln”. Sela lnjutnyal paldal a lyalt 3, “upalya l 
kesehalta ln yalng komprehensif meliputi upalya l promotif, preventif, 
kuraltif, da ln rehalbilitaltif, ba lik untuk pelalya lnaln kesehalta ln dalsa lr 
ma lupun rujukaln”. Pa ldal a lya lt 4, diselenggalra lka ln seca lral cuma l-
cumal ba lgi Kelualrga l tida lk malmpu.73 

 
b) Bidalng Pendidikaln 

Pa lsa ll 48: “pemerintalh da ln Pemerintalh Da lera lh waljib 
menyelenggalralka ln pendidikaln da lsa lr minimall 9 (sembilaln) 
Ta lhununtuk semua l alna lk.” Pa lsa ll 50, Pendidikaln sebalga limalna l 
dimalksud da llalm Pa lsall 48 dia lra lhkaln palda l : 
a. Pengembalnga ln sika lp daln kemalmpualn kepribaldialn a lnalk, 

balka lt, kema lmpua ln menta ll daln fisik sa lmpali menca lpali potensi 
merekal ya lng optima ll; 

b. Pengembalnga ln penghormalta ln a lta ls ha lk a lsa lsi malnusia l da ln 
kebebalsaln a lsalsi; 

c. Pengembalnga ln ra lsal hormalt terha ldalp oralng tual, identita ls 
budalya l, ba lhalsa l da ln nilali-nilalinyal sendiri, nilali-nilali nalsionall di 
ma lnal a lna lk bertempalt tingga ll, da lri ma lnal a lna lk bera lsa ll, da ln 
peralda lbaln-peraldalbaln ya lng berbeda l-bedal da lri pera ldalba ln 
sendiri; 

d. Persialpa ln a lnalk untuk kehidupaln ya lng berta lnggung jalwa lb; 
e. Pengembalnga ln ralsa l hormalt da ln cinta l terha ldalp lingkungaln 

hidup; 
Pemberialn pendidika ln palda l Pa lsa ll 53 Alya lt 1 diberikaln kepalda l : 
“pemerinta lh daln Pemerintalh Dalera lh untuk memberika ln bialyal 
pendidikaln daln/a lta lu balntualn cuma l-cumal a lta lu pelalya lnaln khusus 
balgi a lnalk da lri kelualrga l kuralng malmpu, alna lk Terlalnta lr, daln alnalk 
ya lng bertempalt tinggall di dalera lh   terpencil”. 

 
c) Bidalng Sosia ll 

Pa lsa ll 55 Alya lt 1: “pemerintalh da ln pemerintalh da leralh wa ljib 
menyelenggalralka ln pemelihalra la ln, peralwa lta ln, da ln rehalbilitalsi 
sosiall a lna lk terla lnta lr, ba lik di da lla lm lembalgal ma lupun di lua lr 
lembalgal”.74 
 

2. Undalng-Undalng Da lsalr 1945 Palsa ll 28B a lya lt (2): 

a) balhwa l alna lk alda lla lh subjek daln walrgal Negalra l yalng berhalk 
a lta ls perlindungaln halk konstitusionallnyal dalri seralngaln oralng 
lalin, terma lsuk menjalmin peraltura ln perundalng-undalnga ln 

 
73 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
74 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
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terma lsuk   unda lng-undalng yalng pro halk a lna lk. 
b) balhwa l dengaln demikialn, a lna lk mempunyali halk konstitusionall 

a lta ls kelalngsungaln hidup (rights to live a lnd surviva ll), ha lk 
tumbuh daln berkembalng (rights to development), da ln halk 
perlindungaln dalri kekeralsa ln da ln diskriminalsi. 

c) balhwa l ha lk a lta ls tumbuh kembalng a lna lk menca lkup buka ln sa ljal 
a lspek fisik nalmun jugal psikis, menta ll, morall, spirituall, sosiall, 
daln a lla lm pikiraln a lnalk. 
 

3. Undalng-Undalng Nomor 4 Ta lhun 1979 Tentalng Kesejalhtera laln 

Alna lk: 

a) Pa lsa ll 2 mengaltur: “a lnalk berha lk alta ls kesejalhtera laln, 
peralwa lta ln, alsuhaln berdalsa lrka ln ka lsih salyalng, pela lyalna ln 
untuk berkembalng, pemelihalra la ln daln perlindunga ln balik 
semalsa l da llalm ka lndungaln a lta lu setela lh dila lhirkaln, 
perlindungaln lingkungaln hidup yalng menghalmba lt 
perkembalngaln”. 

b) Pa lsa ll 6 mengaltur: “a lna lk ya lng mengalla lmi ma lsa llalh kelalkua ln 
diberi pelalyalna ln daln a lsuha ln ya lng bertujualn menolongnyal 
gunal menga lta lsi ha lmba lta ln ya lng terja ldi da llalm ma lsa l 
pertumbuhaln”. 

c) Pa lsa ll 9 mengaltur: “oralng tua l bertalnggungjalwalb mewujudkaln 
kesejalhterala ln a lna lk, ba lik seca lra l rohalni, ja lsma lni ma lupun 
sosiall” 
 

4. Undalng-Undalng Nomor 1 Ta lhun 1974 Tenta lng Perkalwinaln 

a) Pa lsa ll 1 mengaltur: “membentuk kelualrga l ya lng balhalgial era lt 
hubungalnnyal dengaln keturunaln, ya lng merupalka ln tujualn 

perkalwinaln. Pemelihalrala ln da ln pendidikaln a lna lk menjaldi ha lk 

daln kewaljibaln oralng tua l. Menja ldi oralng tua l memiliki 

ta lnggungjalwalb ya lng salh da ln ta lnggungjalwalb mora ll. Ora lng tua l 
berta lnggungjalwa lb memberi malkaln, tempa lt tinggall, mendidik 

daln kesehalta ln palda l alna lknyal”. 
 

5. Keputusaln Presiden No. 36 Ta lhun 1990 Tenta lng Pengesalhaln 

Convention on The Rights of The Child (Konvensi Halk-Halk Alna lk 

ya lng disetuji oleh Perserikalta ln Ba lngsa l-Balngsa l palda l ta lnggall 2020 

November 1989 daln telalh ditalndalta lnga lni oleh Pemerintalh 

Republik Indonesial di New York palda l Ta lnggall 26 Ja lnualri 1990) 
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6. Seluruh balgialn da llalm Konvensi ini mengaltur pemenuhaln ha lk-

halk a lna lk. 

Alda l 4 prinsip da lsalr halk alna lk ya lng terkalndung di dalla lm 

Konvensi Halk  Alna lk, ya litu: 

1) Non diskriminalsi; 

2) Kepentingaln ya lng terba lik balgi a lnalk; 

3) Halk untuk hidup, kelalngsungaln hidup, da ln perkembalnga ln; 

4) Penghalrgala ln terha ldalp pendalpalt a lna lk; 

Setelalh disalhka ln Undalng-undalng Nomor 12 Talhun 2022 Tentalng 

Tindalk Pidalna l Kekeralsa ln Seksuall halk-ha lk korbaln kekeralsa ln seksuall 

termualt da lla lm UU TPKS terkhusus pa ldal a lna lk dialtur da llalm Pa lsa ll 4 a lya lt 

(2) ya lng pa ldal pokoknyal menga ltur terka lit kekera lsaln seksuall terha ldalp 

a lnalk sa lla lh sa ltunya l eksploitalsi seksua ll.  

Dalla lm Undalng-undalng tersebut dialtur pulal terka lit sa lnksi pidalna l 

ya lng diberikaln balgi palra l pelalku kekeralsa ln seksuall (Ora lng Tua l) yalng 

melalkuka ln eksploita lsi seksuall terha ldalp a lna lk, da lla lm Pa lsa ll 6 huruf c 

mengaltur bahwa : 

“Setialp Ora lng yalng menyalla lhgunalka ln kedudukaln, wewenalng, 
kepercalya laln, a lta lu perbalwa l ya lng timbul dalri tipu muslihalt a lta lu 
hubungaln kea lda laln a lta lu mema lnfa laltka ln kerenta lnaln, 
ketidalkseta lra laln a lta lu ketergalntungaln seseoralng, memalksa l alta lu 
dengaln penyesalta ln menggeralkka ln oralng itu untuk melalkuka ln 
a lta lu membialrka ln dilalkukaln persetubuhaln a lta lu perbua lta ln calbul 
dengalnnyal a lta lu dengaln oralng lalin, dipidalnal denga ln pidalna l 
penjalral pa lling lalma l 12 (dual belals) Ta lhun daln/ alta lu pidalna l 
dendal pa lling balnya lk Rp300.000.000,00 (tigal ra ltus juta l rupialh).” 
 

Selalnjutnyal a ldalla lh memalstika ln ba lhwal normal tersebut dalpa lt 

terlalksa lna l seca lra l efektif da ln komprehensif. Pemerintalh, ma lsya lra lka lt da ln 
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pihalk-pihalk terka lit ha lrus berkomitmen untuk melalksa lnalka ln ketentua ln 

penalngalna ln, pelindungaln da ln pemulihaln seba lgali dia ltur da llalm UU TPKS. 

Alga lr supalya l norma l tersebut tidalk ha lnyal sekedalr a ltura ln semalta l, teta lpi 

memiliki dalmpa lk terhalda lp penegalka ln hukum kalsus kekeralsa ln seksuall. 

Pemerintalh pusalt daln pemerintalh da leralh halrus segera l membentuk unit 

pelalya lnaln terpa ldu perlindungaln perempualn da ln a lnalk. 

Unit pelalya lnaln tera lpaldu pemerintalh pusalt da ln unit pelalksa lna l 

teknis daleralh halrus melalkukaln kordinalsi dengaln pihalk-pihalk terkalit 

seperti Kementerialn, Kepolisialn, Keja lksa laln, Pengaldilaln, Pusa lt 

Kesehalta ln, Lemba lgal Penja lminaln Sa lksi da ln Korbaln da ln institusi la linnyal. 

Ma lsyalra lka lt da ln institusi civil society halrus mela lkukaln monitoring 

terha ldalp kesialpa ln unit pelalya lna ln terpa ldu pemerinta lh pusalt da ln unit 

pelalksa lnal teknis da lera lh dalla lm menyelenggalra lka ln perlindungaln 

perempualn da ln a lna lk. 

Di Kotal Ma lka lssa lr sendiri terdalpa lt Pera lturaln Da leralh Nomor 2 

Ta lhun 2008 Tenta lng tenta lng Pembinala ln Alnalk Ja lla lna ln, Gela lndalngaln, 

Pengemis Daln Pengalmen Di Kotal Ma lkalssa lr, pa ldal Pa lsall 35 mengaltur 

balhwa l:  

(1) “Setialp ora lng da ln/a lta lu baldaln dengaln a lla lsaln a lpalpun di lalra lng 
melalkuka ln eksploita lsi dalla lm wilalyalh kota l;”  

(2) “Pelalku eksploitalsi seba lgali ma lnal dima lksud palda l a lyalt (1) 
Pa lsa ll ini dalpalt dilalkuka ln oleh kedual ora lng tua l da ln/a lta lu 
oralng la lin. Untuk pelalku eksploitalsi ya lng dilalkukaln oleh 
kedual oralng tua l dalpa lt dilalkuka ln pembinalaln da llalm balta ls 
walktu tertentu, sementa lral pelalku eksploitalsi yalng dila lkukaln 
oleh oralng la lin dila lkukaln pola l pengendallialn mela llui proses 
hukum sebalga lima lnal ketentua ln perundalng-undalnga ln ya lng 
berlalku;” 
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Serta l dalla lm Palsa ll 46 daln 51 mengaltur terkalit la lralnga ln daln sa lnksi, 

ya lng mengaltur ba lhwal :  

Pa lsa ll 46: 

Setia lp oralng alta lu a lnalk ja llalnaln, gelalndalngaln da ln pengemis 
dilalralng mengemis, a lta lu menggelalnda lng di tempalt umum. 
 
Pa lsa ll 51:  

(1) Pelalnggalra ln a lta ls ketentualn pa lda l Pa lsa ll 46 Pera lturaln Da leralh 
ini a lkaln dikenalka ln sa lnksi berupal dendal da ln/a lta lu a lnca lmaln 
hukumaln kurungaln ba lgi gelalndalnga ln da ln pengemis; 
 

1. Konsep Eksploitalsi Alna lk 

a. Pengertialn Eksploita lsi Alna lk 

Eksploitalsi alna lk a ldalla lh pemalnfa la lta ln tenalga l a lnalk ya lng malsih di 

balwa lh umur oleh pihalk lalin demi tujualn untuk mendalpa ltka ln keuntungaln 

pribaldi. Perlalkua ln eksploitalsi merupalka ln perbualta ln ya lng memperallalt, 

memalnfa la ltka ln a lta lu mmemerals a lnalk demi memperoleh keuntungaln 

untuk diri sendiri, kelualrga l malupun sua ltu golongaln.75 Eksploitalsi a lnalk 

merujuk palda l sikalp yalng diskriminaltif a lta lu perlalkualn ya lng semenal-mena l 

terha ldalp a lnalk ya lng dilalkuka ln oleh kelualrgal ma lupun ma lsya lralka lt demi 

kepentingaln ekonomi, sosia ll ma lupun politik ta lnpal memperhaltika ln ha lk-

halk a lna lk ya lng halrus mendalpaltka ln perlindungaln. 

b. Halk-ha lk a lnalk 

Menurut Palsa ll 13 Undalng-Undalng Nomor 23 Ta lhun 2002 

mengaltur setia lp a lnalk ya lng da llalm pengalsuhaln ora lngtual a lta lu wa lliter, 

ma lupun pihalk la lin yalng bertalnggung jalwalb a lta ls pengalsuhaln berhalk 

untuk mendalpalt perlindungaln hukum da lri perlalkua ln, a l) Diskriminalsi; b) 

 
75 Undang-Undang Perlindungan anak  Pasal 13 ayat 1 huruf b 
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Penelalntalra ln; c) Kekejalma ln; kekeralsa ln daln pengalnialya laln; d) Eksploitalsi 

balik ekonomi malupun seksuall; e) ketidalka ldilaln daln; Perlalkua ln salla lh 

lalinnyal. Setia lp a lna lk berhalk untuk memperoleh perlindungaln da lri:76 

1. Perlibalta ln dalla lm peristiwal ya lng mengalndung unsur kekeralsa ln; 
2. Penyalla lhgunala ln da llalm kegialta ln politik; 
3. Perlibalta ln dalla lm kerusuhaln sosiall; 
4. Perlibalta ln dalla lm sengketal senjalta l; 
5. Perlibalta ln dalla lm peperalngaln; 

 
Jikal seora lng alnalk menga llalmi tindalka ln eksploitalsi ma lka l 

pemerintalh daln lembalga l negalra l mempunyali kewaljibaln memberikaln 

perlindungaln khusus. Eksploitalsi pa ldal a lna lk-a lnalk memperlihaltka ln sika lp 

ya lng diskriminaltif a lta lupun tindalka ln sewenalng-wenalng terha ldalp seoralng 

a lnalk ya lng dilalkuka ln oleh palra l ora lngtual a lta lupun ma lsyalra lka lt ya lng 

memalksa l seoralng alna lk untuk melalkuka ln sesualtu demi kepentingaln 

ekonomi, sosiall, a lta lupun politk ta lnpal memperhaltika ln ha lk-halk a lna lk a lga lr 

mendalpaltka ln perlindungaln ya lng ba lik untuk perkemba lngaln fisik, psikis 

daln sta ltus sosia llnya l. 

2. Kesejalhterala ln Alna lk 

Alna lk mempunyali peraln yalng sa lngalt penting dallalm kehidupaln 

bermalsya lra lkalt, berbalngsal da ln bernegalra l, ka lrenal a lnalk a lda llalh ca llon 

pemimpin malsa l depaln ya lng a lka ln menjaldi generi penerus ba lngsal da llalm 

ra lngkali mencalpa li cita l-cital ba lngsa l. Sebalga li generalsi penerus malka l a lna lk 

perlu dibinal, dilindungi, daln ditingka ltka ln kesejalhterala lnnyal a lgalr da lpa lt 

tumbuh daln mengembalngkaln kepribaldialn daln kemalmpua ln serta l 

ketera lmpilaln da llalm melalksa lna lkaln peralna ln daln fungsi dalla lm kehidupaln 

sesuali dengaln pertumbuhaln usialnyal. 
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Dalla lm istilalh umum, seja lhteral a lrtinya l kea ldala ln ya lng ba lik, dimalna l 

kondisi malnusial beralda l dallalm kea ldala ln yalng malkmur daln dallalm 

kealda la ln yalng sehalt da ln da lmali. Dalla lm ekonomi, sejalhta lra l dikalitka ln 

dengaln keuntungaln bendal. Seja lhtera l memiliki alrti khusus resmi, seperti 

dalla lm istilalh fungsi kesejalhterala ln a lna lk. Da llalm kebijalkaln sosiall, 

kesejalhterala ln sosiall menunjuk kepalda l ja lngkalualn pelalya lna ln untuk 

memenuhi kebutuhaln ma lsya lralka lt, istilalh ini digunalkaln dalla lm ide negalra l 

sejalhtera l.77 

Dalla lm Pa lsa ll 2 Undalng-Undalng Nomor 4 Ta lhun 1979 Tenta lng 

Kesejalhterala ln Alna lk mengaltur:78 

a. a lnalk berha lk a lta ls keseja lhterala ln, pera lwalta ln, a lsuhaln, da ln 
bimbingaln berdalsa lrkaln ka lsih salya lng balik dalla lm kelua lrgalnya l 
ma lupun didallalm a lsuhaln khusus untuk tumbuh da ln berkembalng 
dengaln walja lr; 

b. a lnalk berha lk a lta ls pelalya lna ln untuk mengembalngka ln 
kemalmpua ln daln kehidupaln sosiallnya l, sesua li dengaln negalra l 
ya lng balik da ln bergunal; 

c. a lnalk berhalk a lta ls pemelihalra laln da ln perlindungaln, ba lik sema lsal 
dalla lm ka lndungaln ma lupun sudalh dilalhirkaln; 

d. a lnalk berha lk a lta ls perlindungaln terha ldalp lingkungaln hidup daln 
dalpa lt membalha lya lkaln a lta lu menghalmba lt pertumbuhaln da ln 
perkembalngalnnyal dengaln wa ljalr; 
 

3. Bentuk-Bentuk Eksploitalsi Alnalk79 

a. Eksploitalsi Fisik 

Eksploitalsi fisik merupalka ln penyallalhgunala ln pa ldal tenalga l a lna lk 

untuk dipekerjalka ln demi memberikaln keuntungaln ora lngtua lnyal a lta lu ora lng 

 
77 Ardani Mahendra, “Tanggung Jawab  Orang Tua terhadap kesejahteraan anak-anak 
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979  Tentang kesejahteraan anak (studi 
pada Tunawisma di kota Bengkulu),”, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu: 
Bengkulu, 2014, hlm 37. 
78 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 
79 Meivy R. “Tumengkol, Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I 
Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe,” Jurnal Holistik, TahunIX No. 
17/Januari Juni 2016, hlm 4-6. 
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lalin seperti menyuruh alna lk bekerjal ya lng menjuruska ln alna lk pa ldal 

pekerjalaln-pekerjala ln ya lng sehalrusnyal belum pa lnta ls dilalkuka ln untuk 

seoralng a lna lk. Da llalm ha ll ini a lna lk-a lnalk dipa lksal untuk bekerjal dengaln 

seluruh tenalga lnyal da ln jugal da lpalt mengalncalm jiwalnya l, dengaln ca lral ini 

a lnalk mendalpa ltka ln teka lnaln fisik yalng beralt sehinggal da lpalt menghalmba lt 

pertumbuhaln fisiknya l. 

b. Eksploitalsi Sosiall 

Eksploitalsi sosiall a ldalla lh segallal bentuk penyalla lhgunala ln alta lu 

ketidalkma lmpualn seoralng a lnalk ya lng dalpa lt menyebalbka ln perkembalnga ln 

emosionall menjaldi terha lmbalt, seperti memberikaln kalta l-ka lta l ya lng berupa l 

a lncalma ln kepaldal a lnalk, mena lkut-nalkuti, penghinala ln terhalda lp seoralng 

a lnalk, penolalka ln, perlalkualn nega ltif, dipukul, dipalsung, disiksal, 

mengelualrka ln kalta l-kalta l ya lng tidalk palnta ls terha ldalp a lnalk da ln perbualta ln 

menyimpalng lalinnya l. 

Alna lk mempunyali kedudukaln ya lng sa lngalt penting dalla lm kehidupaln 

bermalsya lra lkalt, berbalngsa l, daln bernegalra l, ka lrenal a lnalk a ldalla lh generalsi 

penerus dallalm pencalpa lialn cita l-cita l ba lngsal. Seba lga li penerus balngsa l 

sudalh seha lrusnyal a lna lk menda lpaltka ln kesejalhtera la ln a lgalr da lpa lt tumbuh 

daln mengembalngalnka ln kepriba ldialn daln kema lmpualn dalla lm 

melalksa lnalka ln pera lnaln daln fungsi da llalm kehidupaln sesuali pertumbuhaln 

usialnya l. 

Dalla lm Pa lsa ll 2 Undalng-Undalng Nomor 4 Ta lhun 1979 Tenta lng 

Kesejalhterala ln Alna lk mengaltur:80 

 
80 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, Pasal 2 
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1) a lnalk berha lk a lta ls kesejalhterala ln, pera lwalta ln, a lsuha ln, daln 
bimbingaln berdalsa lrkaln ka lsih sa lyalng ba lik dalla lm 
kelualrgalnya l malupun didalla lm alsuhaln khusus untuk tumbuh 
daln berkembalng dengaln walja lr; 

2) a lnalk berha lk a lta ls pelalya lna ln untuk mengembalngka ln 
kemalmpua ln daln kehidupaln sosia llnyal, sesua li dengaln 
Negalra l ya lng balik daln bergunal; 

3) a lnalk berhalk a lta ls pemelihalra laln da ln perlindungaln, ba lik 
semalsa l da llalm ka lndungaln malupun sesudalh dilalhirkaln; 

4) a lnalk berhalk a lta ls perlindungaln terha ldalp lingkungaln hidup 
ya lng dalpalt membalha lyalka ln a lta lu menghalmba lt 
pertumbuhaln da ln perkembalngalnnyal dengaln wa ljalr; 
 

H. Konsep Pengalsuhaln Oralngtual 

a. Pengertialn Pengalsuhaln Ora lngtua l 

Ora lngtual mempunyali ta lnggung ja lwalb untuk memelihalra l, 

melindungi, da ln membinal a lnalk sa lmpali a lna lk bertumbuh dewalsa l. Alna lk 

berhalk dialsuh oleh oralngtualnya l ka lrenal oralngtua lnya llalh ya lng palling 

berta lnggung jalwalb terha ldalp pertumbuhaln da ln perkembalngaln a lna lk. 

Mengingalt ba lhwalsa lnyal sa lngalt penting memberikaln perlindungaln kepalda l 

a lnalk da llalm ra lngka l menjalmin alna lk mendalpa ltka ln kondisi terbalik yalng 

dalpa lt diterima l oleh setialp a lna lk da llalm ma lsa l pertumbuhaln da ln 

perkembalngalnnyal, ma lka l disalhkalnla lh Undalng-Undalng No. 23 Talhun 

2002 tentalng Perlindungaln Alna lk. 

Undalng-undalng ini bertujualn untuk menghindalrka ln pengalruh 

negaltif terha lda lp alnalk pa lda l ma lsal pertumbuhaln daln perkembalngaln a lna lk. 

Oleh kalrena l itu jika l oralngtua l tidalk ma lmpu memberika ln perlindungaln 

terha ldalp a lna lk, ma lkal unda lng-undalng memberikaln da ln menjalmin 

perlindungaln a lnalk dengaln menyedialka ln lembalgal pengalsuhaln a lnalk. 

Pengalsuhaln a lnalk dialtur da lla lm Pa lsa ll 37 Undalng-Unda lng No. 23 Talhun 

2002 Tentalng Perlindungaln Alna lk, ya litu: 
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Pengalsuhaln a lna lk ditujukaln kepalda l a lna lk ya lng oralngtualnya l tida lk 

dalpa lt menja lmin tumbuh kembalngnya l a lna lk seca lra l walja lr, ba lik fisik, 

menta ll, spirituall, ma lupun sosiallnyal; 

1. pengalsuhaln alna lk sebalga limalnal dima lksud dallalm alya lt (1) 
dilalkukaln oleh lembalga l ya lng mempunyali kewenalngaln itu; 

2. dalla lm lembalga l sebalga limalna l ya lng dimalksud da llalm Pa lsa ll (2) 
berlalndalska ln a lgalma l, a lna lk ya lng dialsuh halrus sea lga lma l dengaln 
a lgalma l ya lng menjaldi lalndalsa ln lembalgal ya lng bersa lngkuta ln; 

3. dalla lm ha ll pengalsuhaln a lnalk dila lkukaln tida lk berlalndalska ln 
a lgalma l, ma lka l pelalksa lnala ln pengalsuhaln alna lk halrus 
memperhaltikaln a lga lmal ya lng dialnut a lnalk ya lng bersa lngkuta ln; 

4. pengalsuhaln a lnalk oleh lembalgal da lpa lt dilalkuka ln di dalla lm a lta lu 
dilualr Pa lnti Sosiall; 

5. perseoralngaln yalng ingin berpalrtisipa lsi dalpalt mela llui lembalga l-
lembalgal seba lgalima lnal ya lng dimalkalsud dallalm a lya lt (3), (4) daln 
(5);81 
 

Dalri Pa lsa ll di a lta ls, da llalm ha ll pengalsuhaln a lna lk UU No. 23 Ta lhun 

2002 Selalnjutnyal disebut (UU Perlindungaln Alnalk) pa lda l ha lkekaltnya l a lnalk 

halrus diseralhkaln kepalda l oralngtualnya l, teta lpi disalalt oralngtua lnyal tida lk 

ma lmpu malka l pengalsuha ln alna lk a lkaln dilalkukaln oleh lembalga l pa lnti sosiall 

ya lng sealgalma l dengaln a lnalk da lri oralngtua l tersebut. Ha ll ini bertujualn 

untuk menjalmin ba lhwal a lna lk da llalm kondisi terbalik da lla lm ma lsa l 

pertumbuhaln da ln perkembalngalnnyal. 

 
I. Konsep Talnggung jalwalb Pemerintalh 

Dalla lm ra lngkal mewujudkaln pemerinta lhala ln ya lng ba lik di Indonesial 

ma lkal pemerintalh perlu kalra lkteristik ya lng balik seperti efisiensi, 

tra lnspalra lnsi, a lkunta lbilitals, responsibilitals da ln responsivitals terha ldalp 

penyelenggalra la ln pelalya lnaln publik. Responsivitals pemerintalh sebalgali 

 
81 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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sa llalh sa ltu wujud pemerintalhaln ya lng balik a lda llalh ha lrus mencalkup seluruh 

kepentingaln publik terma lsuk perlindungaln a lna lk, seba lgalimalna l tela lh dialtur 

dalla lm Undalng-Undalng Nomor 23 Ta lhun 2002 tenta lng Perlindungaln 

Alna lk. 

Menghaldalpi daln menalnggulalngi ma lsalla lh a lnalk, sega llal tinda lka ln 

halrus dita lngalni seca lra l serius seba lgali proses untuk menjalga l 

perkembalngaln fisik, jiwal, da ln mentall malupun kehidupa ln sosiologis algalr 

tidalk a lda l yalng tergalnggu. Pa lsall 2 Undalng-Undalng Republik Indonesial 

Nomor 4 Ta lhun 1979 tenta lng Keseja lhterala ln a lnalk mengaltur mengenali 

halk-ha lk a lnalk ya litu seba lgali berikut:82 

b. a lnalk berhalk a lta ls kesejalhtera laln, peralwa lta ln, a lsuhaln da ln 
bimbingaln berdalsa lrkaln ka lsih salya lng balik dalla lm kelua lrgalnya l 
ma lupun di dalla lm a lsuhaln khusus untuk tumbuh daln kembalng 
dengaln walja lr; 

c. a lnalk berha lk a lta ls pelalya lna ln untuk mengembalngka ln 
kemalmpua ln daln kehidupaln sosiallnya l, sesua li dengaln negalra l 
ya lng balik da ln bergunal; 

d. a lnalk berhalk a lta ls pemelihalra laln da ln perlindungaln, ba lik sema lsal 
dalla lm ka lndungaln ma lupun sesudalh dilalhirkaln; 

e. a lnalk berhalk a lta ls perlindungaln terha ldalp lingkungaln hidup yalng 
dalpa lt membalha lya lkaln a lta lu menghalmba lt pertumbuhaln da ln 
perkembalngalnnyal dengaln wa ljalr; 
 

Dalla lm Pa lsa ll 2 Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 4 Ta lhun 

1979 T entalng Kesejalhtera laln Alna lk tersebut, perlu alda lnyal perlindungaln 

a lnalk da llalm menja lgal keseja lhterala ln a lnalk da ln perlalkualn ya lng aldil dalla lm 

menjalgal keseja lhtera laln a lna lk. Ha ll ini penting demi kelalngsungaln kegialta ln 

perlindungaln a lnalk daln menalnggulalngi tindalkaln penyelewalngaln terhalda lp 

halk-ha lk a lna lk ya lng membalwal pengalruh nega ltif da llalm upa lya l 

 
82 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 
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perlindungaln a lna lk, denga ln demikialn, dituntut a lda lnyal sua ltu ra lsa l 

ta lnggung jalwa lb da lri pemerintalh da lla lm pelalksa lnala ln perlindungaln a lnalk 

daln jugal kea ldilaln untuk a lnalk ya lng da lpalt mempengalruhi kelalngsungaln 

upalya l pelalksa lnala ln perlindungaln a lna lk tersebut. 

Alda lpun teori yalng digunalka ln pa ldal penelitialn ini supa lyal ma lmpu 

menunjalng da ln ma lmpu menjalwalb permalsa lla lhaln ya lng tela lh ditentukaln, 

ma lkal teori ya lng digunalka ln ya lkni: 

a. Teori Perubalhaln Hukum dan  Malsya lra lkalt 

Persoalan pengendalian perubahan sosial tersebut oleh sosiologi 

Hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam 

pembentukan masyarakat. Sebagai mahluk sosial yang menyadari 

eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya, yang 

meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainya. Dengan 

kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan 

dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi Hukum, cenderung 

memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan 

menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial 

dilaksanakan secara efektif. 

Perubahan Hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan 

timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian 

sosiologi Hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam 

masyarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu 

oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat Hukum sebagai 

alatnya. 
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Sosiologi hukum pada dasarnya menitikberatkan tentang 

bagaimana hukum melakukan interaksi didalam masyarakat. Dimana 

sosiologi hukum menekankan perhatiaanya terhadap kondisi-kondisi 

sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh 

perubahan sosial terhadap hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi 

masyarakat83 

Von Savigni (1779-1861) berpendapat, bahwa hukum merupakan 

perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volfsgeist). Samua 

hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari 

pembentuk undang-undang. Von Savigny pernah menentang hukum di 

Jerman, dimana keputusan-keputusan badan legislatif dapat 

membahayakan masyarakat karena tidak sesuai dengan kesadaran 

hukum masyarakat.84 

Kesadaran hukum masyarakat merupakan nilai- nilai yang hidup 

didalam masyarakat tentang hukum, kepatuhan dan kesadaran kepada 

hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari 

hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. 

Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. 

perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan 

terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian sering 

menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin 

 
83 Achmad Ali, menjelajahi kajian empiris terhadap hukum, Jakarta: PT. Yarsif 
watampone, 1998 hlm.34 
84 I Gusti Ngurah Dharma Laksana, S.H., M.Kn, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, S.H., 
M.Kn, Anak Agung Gede Oka Parwata, S.H., M.Si, Dr. Ni Nyoman Sukerti, S.H., M.H, 
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, S.H., M.H, I Nyoman Wita, S.H., M.H, Sosiologi Hukum, 
Pustaka Ekspresi, Bali, 2017, hlm.24 
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membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar 

hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak 

memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi 

obyektifitasnya semata-mata dan bertujuan untuk memberikan 

penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.”. 

Perubalhaln da lpalt menjaldi lebih balik da ln lebih buruk. Kedualnya l 

merupalka ln balgialn dalri perubalhaln. Alda lpulal perubalhaln da lri bentuk 

a lslinyal ya lng da lpalt dika lta lka ln seba lga li perubalhaln ma lteriil semalta l-ma lta l, 

sedalngkaln subta lnsinyal tida lk beruba lh. Perubalhaln da llalm ma lsya lralka lt 

bisal terja ldi dalla lm hitungaln per detik ka lrenal ma lnusial a ldalla lh malkhluk 

ya lng terus bergeralk ba lik seca lral fisika ll ma lupun mentall. Dalla lm kehidupaln 

sosiall, perubalhalnnyal da lpa lt diperiodisalsikaln da ln dibedalkaln sesua li 

dengaln konteks zalma lnnyal.85 

Perubalhaln hukum da lla lm ma lsya lralka lt dipengalruhi oleh sedikitnyal 

dual fa lktor, ya litu perubalhaln sosiall da ln perubalha ln kalida lh sosiall. Aldalpun 

perubalhaln sosiall da lpalt menca lkup beberalpa l hall, dia lnta lra lnyal: 

a. Perubalhaln nilali-nilali sosiall; 
b. Perubalhaln normal-normal sosiall; 
c. Perubalhaln polal-polal perilalku; 
d. Perubalhaln orgalnisalsi sosiall; 
e. Perubalhaln susunaln lembalgal kemalsyalralkaltaln; 
f. Perubalhaln lalpisaln-lalpisaln dallalm malsyalralkalt; 
g. Perubalhaln kekualsalaln daln kewenalngaln; 
h. Perubalhaln interalksi sociall; 
i. Tingkalt ekonomi malsyalralkalt; 
j. Pengetalhualn algalmal daln morall; 

 

 

 

 
85 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2007), 183. 
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b. Teori Efektifitals Hukum  

Alchmald Alli bependalpa lt ba lhwal, ketika l ingin mengeta lhui sejaluh 

ma lnal efektifita ls da lri hukum, malkal perta lmal-ta lma l halrus dalpa lt mengukur 

“sejaluh ma lnal a ltura ln hukum itu ditala lti a lta lu tidalk dita la lti”86 

Lebih lalnjut Alchma ld Alli pun mengemukalka ln ba lhwal pa ldal 

umumnyal fa lktor ya lng balnya lk mempengalruhi efektifita ls sua ltu perunda lng-

undalngaln a lda llalh profesionall da ln optima ll pelalksalna la ln peraln, wewenalng 

daln fungsi dalri palra l penegalk hukum, ba lik di dallalm menjallalnka ln tugals 

ya lng dibebalnka ln terha ldalp diri merekal ma lupun da llalm menegalkka ln 

perundalng-undalnga ln tersebut.87 

Kelimal fa lktor di a lta ls sa lling berkalita ln denga ln era ltnyal, oleh kalrena l 

merupalka ln esensi da lri penegalka ln hukum. Pa ldal elemen pertalma l, ya lng 

menentukaln da lpalt berfungsinyal hukum tertulis tersebut denga ln ba lik a lta lu 

tidalk terga lntung da lri altura ln hukum itu sendiri. 

Hukum merupakan suatu intersub-sistem dalam masyarakat yang 

semakin luas ruang lingkupnya maupun perannya. Oleh karena itu, maka 

muncul bagaimanakah pengusahaan agar hukum semakin efektif, baik 

sebagai sarana pengendalian social dan sarana pembaharu.60 

Menurut Permata Wesha, efektivitas adalah keadaaan atau 

kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk 

memberi guna yang diharapkan. Efektivitas juga dikatan merupakan suatu 

keadaan yang menunjukkan keberhasilan suatu kerja atau prosedur yang 

tealah di tetapkan.61 

 
86 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010, 
Halaman 375 
87 Ibid 
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Efektivitas hukum berarti membicarakan Tentang daya kerja 

sesuatu aturan dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat 

terhadap hukum, berjalannya hukum dengan baik tergantung bagaiamana 

faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri sesuai bagaiamana 

fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu 

aturan perundang-undangan dapat diukur atau dapat dilihat dari perilaku 

masyarakatnya.62 Undang-undang dapat menjadi efektif jika peran yang 

dilakukan oleh pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang 

diharapakan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika 

peranan yang dilakukab oleh penegak hukum jauh dari apa yang 

diharapkan oleh undang-undang.63 

Salah satu fungsi hukum sebagai kaidah maupun sebagai sikap 

atau perilaku adalah suatu pembimbing perilaku manusia, masalah 

pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau 

kepatuhan hukum tetapi juga mencakup efek totak dari hukum terhadap 

sikap tindak atau perilaku baik secara positif maupun negative. Beberapa 

faktor-faktor yang memepengaruhi Teori efektivitas hukum menurut 

Soerjono Soekanto aalda llalh ba lhwal efektif a lta lu tida lknyal sua ltu hukum 

ditentukaln oleh 5 (limal) fa lktor, ya litu :  

1. Fa lktor hukumnyal sendiri (undalng-unda lng);  
2. Fa lktor penegalk hukum, ya lkni pihalk-pihalk ya lng membentuk 

ma lupun meneralpka ln hukum;  
3. Fa lktor sa lra lnal a lta lu fa lsilitals ya lng mendukung penegalka ln hukum; 
4. Fa lktor ma lsya lra lkalt, ya lkni lingkunga ln dimalna l hukum tersebut 

berlalku a lta lu diteralpkaln; 
5. Fa lktor kebudalya la ln, ya lkni seba lgali ha lsil kalrya l, cipta l da ln ra lsa l ya lng 

didalsa lrkaln pa ldal ka lrsal ma lnusial di da llalm perga lulaln hidup;88 

 
60 Soerjono Soekanto, Evektivfikasi Hukum dan Peranan dan peranan sanksi, Bandung: 
Remadja Karya, 1985, Halaman 7 
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J. Keralngka l Pikir 

Keralngka l Pikir a ldalla lh sua ltu hubungaln a lnta lra l konsep sa ltu 

terha ldalp konsep lalinnyal da lri ma lsa llalh ya lng ingin diteliti.89 Kera lngka l 

berfikir merupalka ln dimensi-dimensi ka ljialn uta lma l, fa lktor-fa lktor kunci, 

va lrialbel-valrialbel daln hubungaln a lnta lra l dimensi-dimensi ya lng disusun 

dalla lm bentuk nalra lsi memualt. 

Fa lktor penyebalb terjaldinyal eksploitalsi alna lk yalng dilalkukaln oleh 

oralng tua l, ya lkni  fa lktor ekonomi merupalka ln falktor pendorong yalng 

signifikaln terhalda lp terjaldinyal tinda lka ln eksplotalsi alna lk oleh oralngtual. 

Kebalnya lkaln a lna lk dipalksa l bekerjal oleh oralngtualnyal untuk memenuhi 

kebutuhaln sehalri-halri. 

Kemudialn fa lktor pendidikaln dikalrenalka ln renda lhnyal pemalha lmaln 

oralngtua l terha ldalp ha lk-halk a lna lk ya lng ha lrus dija lgal da ln dipenuhi, 

sehinggal disa lda lri a lta lupun tida lk disa ldalri, pelua lng terja ldinyal eksploitalsi 

a lnalk menjaldi lebih besa lr. 

Kea ldala ln lingkunga ln sekitalr termalsuk fa lktor pendorong terjaldinya l 

tindalka ln eksploitalsi terha ldalp a lna lk. Seca lra l ga lris besalr a lna lk ya lng 

mengallalmi tinda lka ln eksploitalsi bertempalt tinggall di lingkungaln la lpisaln 

balwa lh ya lng kumuh da ln malsya lra lkaltnyal tida lk bera ltura ln. Ma lsya lra lkalt ya lng 

tidalk bera lturaln inila lh yalng memberika ln pengalruh yalng buruk balgi merekal 

ya lng tinggall di kalwa lsaln tersebut. 

Upalya l Pemerinta lh da llalm mencega lh terja ldinyal eksploitalsi a lna lk 

jalla lnaln berdalsa lrka ln Peraltura ln Da lera lh Sulalwesi Selalta ln Nomor 2 Talhun 

 
88 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja 
Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8 
89 Gilang Rezky, “Kerangka Konsep Penulisan”,  
https://www.academia.edu/10558250/Kerangka_Konsep_Penulisan (diakses pada 
tanggal 12 Agustus 2022, pukul 19.23 WITA) 
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2008, mengaltur terkalit tuga ls da ln ta lnggungjalwa lb pemerintalh dalla lm 

melalksa lnalka ln perlindungaln a lnalk. Seperti dalla lm Pa lsa ll 6 mengaltur 

tenta lng melalksa lna lkaln pembinala ln da ln pengalwalsa ln terha ldalp a lna lk 

dengaln tujualn merupalka ln lalngkalh preventif untuk melindungi alna lk dalri 

eksploitalsi oleh oknum-oknum yalng tidalk berta lnggungjalwalb. 

Selalnjutnyal da lla lm pela lksalna la ln sistem perlindungaln a lna lk, 

pemerintalh jugal menyedialka ln sa lra lnal da ln pra lsa lralna l untuk memenuhi 

kebutuhaln alna lk gunal mendalpaltka ln kenyalma lnalnnn serta l kalsih sa lyalng  

a lgalr tida lk menjaldi korbaln ekspoloitalsi. 

Oleh kalrenal itu, ma lnfa lalt da lri berba lgali upalya l dallalm mengalta lsi 

fa lktor penyebalb a lta ls terja ldinyal eksploitalsi a lna lk dialta ls, bertujua ln da ln 

bermalnfa la lt untuk membalntu memberikaln pengetalhualn kepalda l ora lngtua l 

terha ldalp pentingnya l peraln oralngtual dalla lm ta lnggung ja lwalb, mengurus, 

daln mera lwalt a lna lk da ln tidalk mudalh mengeksploitalsi ha lk a lnalk a lga lr alna lk 

sebalga li generalsi penerus balngsa l tida lk ternodali dengaln tinda lka ln 

eksploitalsi tersebut. 

Ma lnfa lalt la lin yalng diperoleh alda llalh balgi a lnalk ya lng dieksploitalsi 

oleh oralngtual a lka ln mendalpa ltka ln perhaltia ln ya lng lebih dalri ora lngtua l, 

oralngtua l salda lr a lka ln pentingnyal memenuhi halk-halk a lnalk da ln jugal 

memberikaln ma lsukaln kepa ldal insta lnsi pemerintalhaln a lga lr dalpa lt 

memberikaln keputusaln da lla lm menalngalni ma lsa llalh ekpsloitalsi a lnalk di 

Kota l Ma lka lssalr. 

Dalla lm penelitialn ini alka ln berfokus pa ldal fa lktor-fa lktor oralngtua l 

mengeksploitalsi a lnalk untuk mela lkuka ln kegialta ln seba lga li mengemis algalr 

dalpa lt menghalsilka ln ualng di ja llalna ln Kota l Ma lka lssa lr, serta l Mengalna llisis 

upalya l-upalya l pemerintalh da llalm mencegalh eksploitalsi a lnalk ja llalna ln ya lng 
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dilalkukaln oleh ora lngtual di Kotal Ma lkalssa lr. Dengaln menggunalka ln 

perspektif Sosiologi Hukum untuk mempelaljalri perilalku-perilalku ora lng tual 

daln ba lga lmalinal pengaltura ln terka lit a lnalk ya lng menjaldi korbaln eksploitalsi 

oleh oralng tual.  

Terkhusus oralngtua l mempunyali ta lnggung jalwa lb untuk 

memelihalra l, melindungi, daln membinal a lnalk sa lmpa li a lnalk bertumbuh 

dewalsa l. Alna lk berhalk dia lsuh oleh oralngtua lnyal ka lrenal ora lngtua lnyalla lh 

ya lng palling berta lnggung jalwa lb terha ldalp pertumbuhaln da ln 

perkembalngaln a lna lk.  

Dalla lm ha ll ini alna lk dijaldikaln korba ln ka lrenal keterba lta lsaln da lla lm 

segi pengallalma ln daln keterba lta lsa ln la lin ya lng dimiliki a lnalk. Alna lk memiliki 

halk a lsa lsi yalng sebalga limalna l dimiliki oleh oralng dewalsa l, ya litu HAlM (Halk 

Alsa lsi Malnusial). Perbualta ln yalng tidalk semestinyal dalpa lt terma lsuk dalla lm 

perbualta ln pidalnal. Alna lk sebalga li ma lnusial dalla lm ma lsal tra lnsisi ya lng 

penuh gejolalk fisik, psikis da ln soiall pa ldal kelompok umur tertentu a lka ln 

mengalrungi hidup ya lng balnya lk keralwalna ln. 

Alna lk-alna lk ya lng memiliki ma lsalla lh kesejalhterala ln a lka ln mengalla lmi 

kesulitaln untuk tumbuh daln berkembalng secalra l wa ljalr sehingga l 

memerlukaln pelalya lnaln daln bimbinga ln supalyal da lpalt melalksa lnalka ln tuga ls 

kehidupalnnyal sesuali ha lra lpa ln ma lsya lralka lt. Seca lra l norma ltif semestinya l 

a lnalk terpenuhi semual kebutuhaln da ln halk-ha lknyal, na lmun balnya lk a lnalk-

a lnalk ya lng tida lk terpenuhi halknya l ka lrenal mereka l tidalk menda lpa ltka ln 

perhaltia ln da lri kelua lrgal da ln ora lngtua l sehinggal ma lsih a ldal bebera lpal a lna lk 

ya lng halrus hidup dengaln menca lri ua lng di ja llaln sebalga li pengemis, 

gelalndalngaln, ma lupun alna lk ja llalnaln. 
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K. Balga ln Kera lngka l Pikir 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ekspoloitasi Anak Jalanan Oleh Orang Tua Di Kota  
Makassar (Kajian Sosiologi Hukum) 

Faktor Orang Tua Dalam Mempengaruhi 
Eksploitasi Anak 

 

1. Faktor Ekonomi 

 

a.  Pengangguran  

b. Rendahnya Pendapatanan Orang Tua 

 

2. Faktor Pendidikan 

 

a.  Rendahnya Pendidikan Orang Tua 

b. Orang Tua Tidak Memahami Aturan 

 

3. FaktorLingkungan 

Efektivitas Upaya Pemerintah 
untuk Mencegah Terjadinya 

Eksploitasi Anak Jalanan 
 
1. Pembinaan dan pengawasan 

terhadap sistem perlindungan 

anak dalam Perda Kota Makassar 

Nomor 2 Tahun 2008  

 

2. Menyediakan sarana dan 

prasarana dalam pelaksanaan 

sistem perlindungan anak dalam 

Perda Kota Makassar Nomor 2 

Tahun 2008  

 

Memberikan pengetahuan pentingnya orangtua dalam tanggung jawab,  
merawat anak dan mencegah eksploitasisme  
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L. Definisi Opera lsiona ll 

1. Ora lngtual a lda lla lh a lyalh da ln/a lta lu ibu ka lndung, a lta lu a lya lh da ln/alta lu 

ibu tiri, alta lu a lya lh da ln/alta lu ibu a lngkalt. Sa lla lh sa ltu kewaljibaln 

oralngtua l a ldalla lh melindungi alna lk. 

2. Eksploitalsi a ldalla lh pengusalha la ln, pendalya lguna laln, a lta lu 

pemalnfa la lta ln untuk keuntungaln sendiri. a lta lu pemeralsa ln tena lga l 

a lta ls diri oralng lalin merupalka ln tindalka ln yg tida lk terpuji. 

3. Alna lk alda llalh seseoralng ya lng belum berusial 18 talhun, terma lsuk 

a lnalk ya lng ma lsih dalla lm kalndungaln. Alna lk sebalgali balgia ln dalri 

generalsi mudal ya lng merupalkaln penerus cital-cita l perjualngaln 

balngsa l daln sumber da lya l ma lnusial ke depaln.   

4. Fa lktor ekonomi merupalka ln kondisi pa ldal kelualrga l da llalm kebutuha ln 

balha ln pokok, tingka lt kebutuhaln ya lng tinggi sertal pengelualra ln ya lng 

berta lmbalh. 

5. Fa lktor pendidikaln merupalka ln renda lhnyal pema lhalma ln ora lngtua l 

terha ldalp halk-ha lk a lnalk ya lng halrus dijalgal da ln dipenuhi, sehinggal 

disalda lri alta lupun tidalk disa ldalri, pelualng terjaldinyal eksploitalsi a lnalk 

menjaldi lebih besalr. 

6. Fa lktor lingkungaln merupalka ln kondisi ketikal a lna lk yalng mengallalmi 

tindalka ln eksploitalsi bertempalt tingga ll di lingkungaln lalpisaln balwa lh 

ya lng kumuh daln ma lsyalra lka ltnya l tida lk beraltura ln. Malsya lralka lt ya lng 

tidalk bera ltura ln inila lh yalng memberika ln pengalruh ya lng buruk balgi 

merekal ya lng tingga ll di kalwa lsaln tersebut. 

7. Efektifita ls a lda llalh profesionall da ln optimall pelalksa lnala ln peraln, 
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wewenalng daln fungsi dalri palra l penegalk hukum, balik di dalla lm 

menjallalnka ln tugals ya lng dibebalnka ln terha ldalp diri mereka l malupun 

dalla lm menegalkka ln perundalng-undalngaln tersebut 

8. Bentuk perhaltialn ya lng diberikaln oleh pemerintalh terha ldalp a lnalk-

a lnalk ya lng dieksploitalsi oleh oralng tua l serta l menga lwalsi da lla lm 

memenuhi kebutuhalnnya l serta l memberikaln kepedulia ln terhalda lp 

pendidikaln. 

9. Sa lralna l da ln pra lsa lra lnal ya lng dima lksud ia llalh fa lsilita ls daln media l 

ya lng diberikaln oleh alna lk korbaln eksploitalsi alna lk oleh oralng tua l 

gunal membinal da ln mengalwalsi a lna lk da lri tindalka ln eksploitalsi. 

  


